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MOTTO

“Mereka di antara kalian yang terakhir akan segera menjadi yang pertama. Dan
mereka yang terinjak akan bangkit.”

(Thomas Shelby)

“Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempubh jalan segala yang fana.
Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun
dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak
ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu.”

(Yosua 23: 14)

“Mereka yang menyukai praktek tanpa teori bagaikan pelaut yang menjalankan
kapal tanpa kompas dan kemudi.
Dia tidak pernah tau dimana akan terdampar.”

(Leonardo da Vinci)
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INTISARI

PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Rencana pembangunan desa merupakan langkah awal dalam menyusun
strategi dalam meningkatkan kemajuan desa. Rencana pembangunan desa, disusun
melalui musrenbangdes yang difasilitasi oleh pemerintah desa, dengan melibatkan
seluruh perwakilan dari elemen masyarakat, serta lembaga-lembaga yang terdapat
di desa. Hasil musrenbangdes kemudian dimuat kedalam dokumen RPJM Desa
yang kemudian dijabarkan kedalam RKP Desa, dan APB Desa untuk rencana kerja
serta anggaran pemerintah desa dalam satu periode atau satu tahun. Namun, dalam
pengimplementasiannya masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan
adanya faktor penghambat.

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Pemerintah Desa Bantala dalam
menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif =~ dengan pendekatan deskriptif. Teknik
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.
Proses analisis data diawali dengan pengumpulan informasi, dilanjutkan dengan
mengkaji data secara sistematis, dan mereduksi data untuk menarik kesimpulan
yang kemudian disajikan dalam bentuk teks narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, tahapan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dilaksanakan
dengan beberapa tahapan mulai dari penyusunan RPJM Desa sampai APB Desa.
Kedua, Pemerintah Desa Bantala mendorong partisipasi masyarakt dengan berbagai
upaya dan pendekatan. Ketiga, pengimplementasian RPJM Desa masih berpacu
pada RPJM Desa yang lama. Keempat, terdapat faktor penghambat dan pendukung

dalam pengimplementasian perencanaan pembangunan.

Kata kunci; Pemerintah Desa , RPJM Desa, Ekonomi

XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kemiskinan secara dominan masih terjadi di wilayah
pedesaan. Fenomena ini mencerminkan suatu paradoks, mengingat desa-desa
justru memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah. Namun
demikian, potensi tersebut belum mampu diolah dan dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal maupun peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa. Pada dasarnya, desa sesungguhnya memiliki
berbagai potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya fisik,
manusia dan juga budaya (Jauhariah, dkk 2023).

Desa Bantala merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan
Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dengan populasi sebanyak
1.625 jiwa yang terdiri dari, 823 laki-laki dan 802 perempuan dan luas wilayah
sebesar 521 hektar. Wilayah desa terbagi dalam 105 hektar hutan, 205 hektar
lahan pertanian, 169 hektar perkebunan, dan 42 hektar area pemukiman. Desa
Bantala juga merupakan desa wisata dengan ragam ritus budaya yang memiliki
peninggalan-peninggalan bersejarah yang menjadi daya tarik tersendiri,

https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/bantala (diakses 1 November 2024).

Selain itu, berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun (IDM),

https://ntt.jadesta.com/desa/bantala (diakses 1 November). Menunjukan bahwa

Desa Bantala telah mengalami perkembangan yang positif sejak empat tahun

terakhir. Pada tahun 2021, desa ini berada dalam status sebagai desa


https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/bantala
https://ntt.jadesta.com/desa/bantala

berkembang, dan saat ini (tahun 2024) telah menjadi desa dengan status
mandiri. Melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,
status IDM diberikan atas penilaian capaian keberhasilan suatu desa
berdasarkan sejumlah indeks ketahanan, salah satunya adalah Indeks
Ketahanan Ekonomi (IKE) (Madjid, 2020).

Data tahun 2024 https://ntt.jadesta.com/desa/bantala (diakses 1

November), menunjukan bahwa nilai IKE desa ini mencapai 0,83 atau 26,7%
yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek ekonomi agar dapat
mencapai nilai yang lebih optimal. Nilai IKE yang rendah tersebut
menunjukkan adanya faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja ekonomi
desa. Padahal pencapaian serta potensi yang dimiliki Desa Bantala ini
seharusnya dapat memaksimalkan nilai IKE serta meningkatkan potensi yang
dimiliki Desa Bantala.

Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk menganalisis kesesuaian
strategi perencanaan pembangunan desa, dengan ketentuan dalam Pasal 115
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa
perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
menjadi acuan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun dokumen
perencanaan, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan juga usulan

RKP Desa.


https://ntt.jadesta.com/desa/bantala

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa perencanaan
pembangunan desa merupakan suatu proses bertahap yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat desa
(Wulandari, 2017 :56). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti
berfokus menganalisi Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, tanpa menilai dampak atau hasil
implementasi dari perencanaan pembangunan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan
masalahnya adalah: Bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), di Desa Bantala
Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur?

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi perhatian utama peneliti bersam dengan
batas-batasannya. Penelitian ini berupaya untuk memusatkan perhatian pada
aspek-aspek spesifik yang menjadi objek investigasi, yaitu;

1. Pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa)
2. Pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan



Pemerintah desa dalam mengimplementasikan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM Desa)

Pemerintah desa dalam melihat faktor pendukung dan penghambat
implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.

Menggambarkan  pemerintah desa dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Menggambarkan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Menggambarkan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Menggambarkan pemerintah desa dalam melihat faktor pendukung dan
penghambat implementasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa).

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui Pemerintah desa dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam

mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan



3. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam
mengimplementasikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa)

4. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui pemerintah desa dalam melihat
faktor pendukung dan penghambat implementasi dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

5. Manfaat Teoritis
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
keilmuan pada kajian pemerintahan mengenai pemerintah desa dalam
menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa
Bantala.

6. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi
Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa.

F. Literature Review
Sebelum melakukan penelitian terkait “Pemerintah Desa Bantala

Dalam Menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa),” peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengkaji penelitian terdahulu yang

sejenis atau terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Sebagai berikut adalah;



Tabel 1.1 Peneliti Terdahulu

Desa: Studi Kasus

regulasi yang

No Peneliti Judul Penelitian | Tujuan Penelitian Keterangan
1. | (Khadijah et | Kesesuaian Proses | Mengetahui Penelitian ini
al., 2023). Perencanaan kesesuaian proses | menggunakan
isinatif metode
Partisipati penyusunan RPJM campuran (mix
Terhadap Terhadap | Desa terhadap methods) yang
Rencana pedoman merupakan
erpaduan dari
Pembangunan perencanaan dan perp .
penelitian
Desa di Kalurahan | konsep kualitatif dan
Triharjo, perencanaan kuantitatif
L berdasarkan
Kabupaten Kulon artisipatif.
> . > teknik analisis
Progo. yang digunakan.
2. | (Sahara & Analisis Menganalisis Penelitian ini
Sholihah, Perencanaan bagaimana menggunakan
i< dal pendekatan
2024). Strategis dalam perencanaan deskriptif
Musyawarah strategis kualitatif.
Perencanaan terintegrasi dalam
Pembangunan Musrenbangdes
Desa denan
Musrenbangdes di | menggunakan teori
Desa Karduluk, perencanaan
Kecamatan Pragan | strategisi John M.
Kabupaten Bryson.
Sumenep.
3 | (Mahmud, Implementasi Mengetahui Penelitian ini
2022). Regulasi bagaimana dilakukan
b -  d dengan
Pembangunan implementasi dua | 5 o1 aan

kualitatif dan




Pengembangan

yang optimal

No Peneliti Judul Penelitian | Tujuan Penelitian Keterangan
Kecamatan Mengatur bersifat
Wanayasa, pembangunan serta | desKriptif.
Kabupaten pemberdayaan
Banjarnegara. masyarakat desa
yaitu Permendesa
PDTT No. 21
Tahun 2020 dan
Permendagri No.
114 Tahun 2014.
4. | (Saragih et Efektivitas Mendeskripsikan Data dianalisis
al., 2022). Perencanaan implementasi dengan
Partisipatif dan perencanaan menggunakan
metode
Perancangan partisipatif, deskriptif, direct
Model menganalisis rating method
Perencanaan efektifitas g?;:\:il)é%?/%_r.
Partisipatif dalam | perencanaan
musrenbang RKP | partisipatif dan
Desa Kecamatan merancang model
Tabing perencanaan
Syahbandar, partisipatif dalam
Kabupaten Serdang | musrenbang
Badagai, Sumatera | RKPD.
Utara.
5. | (Jayaetal., | Perencanaan Mengetahui Metode yang
2021). Strategis bagaimana digunakan
adalah
Pembangunan perencanaan pendekatan
Desa Dalam strategis deskriptif
Rangka pembangunan desa | Kualitatif.




Alokasi Dana Desa
Tepat Sasaran Pada

Program Desa

peningkatan
kesejahteraan

masyarakat di Desa

No Peneliti Judul Penelitian | Tujuan Penelitian Keterangan
Potensi Ekonomi dalam rangka
Lokal. pengembangan
potensi ekonomi
lokal.
6. | (Putra & Perencanaan Menganalisis Penelitian ini
Mursyidah, | Pembangunan kesesuaian menerapkan
¢ « b metode
2023). Infrastruktur Desa | pembangunan deskriptif
Kalidawir infrastruktur desa | dengan
Kecamatan serta faktor pendekatan
. kualitatif.
Tanggulangin penghamt dan
Kabupaten pendukung.
Sidoarjo.
7. | (Lingkungan | Analisis Kualitas Menganalisis Pendekatan
& Perencanaan kualitas yang digunakan
K b adalah
Masyarakat, | Pembangunan perencanaan pendekatan
2024) Desa Krembangan | pembangunan Desa | kualitatif
Dalam Kerembangan dengan fokus
. . pada analisis
Mengintegrasikan | berdasarkan deskriptit,
Aspek Ketahanan | dokumen
Lingkungan Di perencanaan,
Kecamatan Taman | proses musyawarah
Kabupaten dan partisipasi
Sidoarjo. masyarakat.
8. | (Narduetal., | Analisis Mengetahui Penelitian ini
n.d., 2021) | Kesesuaian pengelolaan ADD | Menggunakan
had metode
Penggunaan terhadap kualitatif,

pengumpulan
data dilakukan
dengan
observasi,




No Peneliti Judul Penelitian | Tujuan Penelitian Keterangan
Dalam Perspektif | Rejosari Mataram | wawancara serta
Ekonomi Syariah. | dalam perspektif | dokumentasi.
ekonomi Islam.

9. | (Kamarudin, | Analisis Menganalisis Menganalisis
Sutama I N., | Perencanaan perencanaan LEMENEEEN
e Pemb b d pembangunan

). embangunan pembangunan dan | ;. fovior
Desa Baturotok faktor-faktor yang | faktor yang
Kecamatan mempengaruhi mempengaruhi

proses
Batulanteh. proses perencanaan
perencanaan
pembangunan. pembangunan.

10. | (Astika & Evaluasi Mengetahui Penelitian ini

Sri Subawa, | Pembangunan tahapan dilakukan secara
deskriptif
2021) Desa Berdasarkan | pembangunan yang s
Indeks Desa telah dilakukan dengan sumber
Membangun. Desa Penatahan, | data dari
dokumentasi
dan dampak
dan wawancara.
pelaksanaan
pembangunan desa
terhadap
terciptanya tujuan
Desa Penatahan
serta
mengevaluasinya.

Penelitian-penelitan terdahulu di atas, merupakan penelitian yang

relevan dengan penelitian ini, dilihat dari kesamaan topiknya yaitu

perencanaan pembangunan desa. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian ini

dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas, perbedaannya lebih kepada apa



yang peneliti teliti. Penelitian ini, mengkaji tentang Pemerintah Desa Bantala
dalam menjalankan RPJM Desa, yang dianalisis berdasarkan empat aspek
utama sesuai dengan fokus penelitian.
Kerangka Konsep
Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menyajikan
beberapa konsep, antara lain; pemerintah desa, RPJM Desa, perencanaan
pembangunan, dan partisipasi masyarakat, sebagai berikut;
1. Pemerintah Desa
Pemerintah berasal dari kata dasar “perintah,” yang kemudian
mengalami proses pembentukan kata melalui penambahan awalan “pe”
dan akhiran “an,” sehingga membentuk kata “pemerintahan.” Secara
linguistik, proses ini menghasilkan makna baru yang berkaitan erat dengan
aktivitas memberi dan melaksanakan perintah dalam suatu tatanan sosial
atau politik. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “pemerintah” dan
“pemerintahan” karena keduanya memiliki makna yang berbeda meskipun
saling berkaitan. Pemerintah merujuk pada subjek atau entitas, yaitu
lembaga, organisasi, serta individu-individu yang diberi kewenangan
untuk mengatur, memimpin, dan mengelola urusan negara atau daerah.
Sementara itu, pemerintahan lebih mengacu pada proses, aktivitas, atau
sistem kerja dari pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk
mencapai tujuan bersama (Abdullah, 2016 :85).
Kata “perintah” yang menjadi dasar dari kedua istilah tersebut

mengandung empat elemen penting, yaitu;
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a. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam hubungan perintah;

b. Pihak pertama adalah penguasa atau pemerintah, yaitu pihak yang
memberikan perintah;

c. Pihak kedua adalah rakyat atau masyarakat, yaitu pihak yang
menerima dan melaksanakan perintah, dan

d. Adanya hubungan fungsional dan struktural antara kedua pihak,
yang didasari oleh kewenangan, tanggung jawab, serta norma
hukum dan sosial yang berlaku.

Dengan demikian, pengertian pemerintah tidak hanya terbatas pada
keberadaan instansi formal, tetapi juga mencakup interaksi, komunikasi,
dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlangsung antara
pemerintah dan masyarakat dalam suatu sistem kekuasaan.

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sanksekerta, desa yang
berarti tana air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut kamus besar
Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh
sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri
(dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok
rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa
beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan
memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta
sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa

(Sugiman, 2018 :84).
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Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, menjelaskan bahwasanya; desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (SaThierbach et al., 2015 :1). Definisi
tersebut menegaskan bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah
administratif, melainkan entitas sosial dan hukum yang memiliki hak
otonomi dalam mengelola pemerintahan serta kehidupan masyarakatnya
berdasarkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah hidup secara turun
temurun.

Menurut Kartohadikoesoemo (SaThierbach et al., 2015 :1), desa
dalam pengertian administratif adalah, suatu kesatuan hukum dimana
bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pandangan ini memperkuat
pemahaman bahwa desa merupakan komunitas yang memiliki struktur
pemerintahan dan otoritas tersendiri dalam mengatur kehidupan warganya,
sesuai dengan norma, adat istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian desa memiliki peran strategis dalam sistem
pemerintahan nasional, baik sebagai satuan terendah pemerintah maupun
sebagai wadah pelestarian nilai-nilai lokal dan pemberdayaan masyarakat

secara berkelanjutan.
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Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tetang Desa,
dijelaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan dan kepentingan warga dalam sebuah sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa
merupakan bagian integral atau subsistem dari sistem penyelenggaraan
pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, desa memiliki
kewenangan yang sah untuk mengatur dan mengurus berbagai
kepentingan  masyarakatnya secara mandiri. Dalam  konteks
penyelenggaran pemerintah desa tersebut, pemerintah desa berperan
sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi
administrasi di tingkat wilayah desa.

Pemerintah desa memiliki tugas utama untuk melaksanakan
berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintah di atasnya, yaitu
pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Selain
menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah desa juga berwenang untuk
mengembangkan kebijakan-kebijakan khusus yang disesuaikan dengan
kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan nyata masyarakat di
tingkat desa. Kebijakan lokal ini dirumuskan melalui pendekatan
partisipatif yang melibatkan masyarakat, dengan tujuan agar setiap
program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi
warga desa. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai
pelaksana sekaligus penggerak pembangunan yang adaptif terhadap

dinamika lokal. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam
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pembangunan, dapat dilihat melalui tiga tahapan utama, yaitu

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

1. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting, di mana
pemerintah desa merumuskan apa saja yang akan dibangun di
wilayahnya. Dlam proses ini, pemerintah desa tidak bekerja sendiri,
melaikan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa.
Mmusyawarah ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan
memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan benar-
benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual desa;

2. Pelaksanaan merupakan tahap perwujudan dari hasil perencanaan
yang telah disusun. Pemerintah desa, bersama masyarakat dan pihak
terkait lainnya, bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan
pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu,
mutu, maupun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan ditandai dengan
tercapainya hasil pembangunan yang sesuai harapan serta manfaat
nyata yang dirasakan oleh warga desa; dan

3. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan
pembangunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas
dari penyimpangan anggaran. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai
efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta kesesuaian
pelaksanaan dengan rencana awal. Dalam konteks pembangunan fisik

seperi pembangunan jalan, pengawasan menjadi penting untuk
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menjamin kualitas hasil akhir dan keberlanjutan manfaatnya bagi
masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus
berasaskan nilai-nilai keanekaragaman budaya, partisipasi aktif
masyarakat, otonomi asli desa, demokratisasi, serta pemberdayaan
masyarakt desa. Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan
nasional, pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengelola
berbagai kepentingan masyarakat setempat, baik dalam aspek sosial,
ekonomi, maupun budaya, demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan
desa secara berkelanjutan.

Sejak disahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah
kabupaten/kota, diberikan kewenangan untuk melakukan penataan desa.
Penataan desa ini, sebagaimana diataur dalam Pasal 1 Undang-Undang
tersebut, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan utama dari
penataan desa adalah, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
pemerintahaan desa secara menyeluruh. Penataan juga bertujuan
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui
perbaiakan kualitas pelayanan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu,
penataan desa berperan penting dalam memperkuat daya saing desa di

tengah dinamika pembangunan nasional dan global. Semua tujuan ini
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secara tegas tercantum dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana landasan hukum yang
mengarahkan penyelenggaraan dan pengembangan desa secara
berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Mentri Dalam Negri No 84 Tahun 2015 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah
diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa. Pemerintahan
desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas
sekertariat desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanan teknis.
Seusunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peratuaran Mentri Dalam
Negri No 84 Tahun 2015 Tentang Sususnhan Organisasi dan Tata Kerja
(SOT) Pemerintahan Desa antara lain;

1. Sekertaris desa.

Sekertaris Desa merupakan posisi yang dipimpin oleh
seseorang sekertaris desa yang bertanggung jawab mengelola
administrasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan desa.
Sekertaris desa dibantu oleh staf sekertaris yang mendukung
kelancaran tugas-tugas administrasi. Struktur sekertariat desa
biasanya terdiri dari beberapa urusan yang mengatur fungsi-fungsi
penting, yakni paling banyak tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan
umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Namun, dalam
beberapa kondisi, sekertariat desa dapat terdiri dari dua urusan saja,

yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan;

16



2. Pelaksana kewilayahan.

Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai
satuan tugas kewilayahan jumlahnya ditentukan secara proporsional
antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan
keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik,
geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana
penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala
dusun. Tugas kewilayah meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pelaksana teknis.

Merujuk Peraturan Mentri Dalam Negri No 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana teknis merupakan unsur
pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas oprasional. Pelaksana
tenknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi
pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit
terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan
dan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Desa, yang menetapkan empat bidang kewenangan utama
pemerintah desa, yaitu; penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
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kemasyarakatan (Nia Agustina et al., 2024 :339). Selain keempat
kewenangan tersebut, pemerintah desa juga memiliki kewenangan lainnya
yang lebih bersifat kontekstual dan otonomi, yaitu;
a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yang berkaitan dengan
tradisi, budaya, dan nilai-nilai lokal;
b. Kewenangan lokal bersekala desa, yaitu urusan yang memang
menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota; dan
d. Kewenangan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan yang luas tersebut,
pemerintah desa diharapkan mampu menjadi pengelola wilayah yang
efektif, mampu membangunan kemandirian desa, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai pemegang
otoritas tertinggi di tingkat pemerintahan paling bawah, Kepala Desa
menjadi ujung tombak dalam memastikan pembangunan desa berjalan
efektif serta berhasil membangkitkan kesadaran dan Kketerlibatan
masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan desa
Nurgiansah dalam (Hariyanto, 2021 :300).

Berdasarkan pengertian tentang pemerintah desa yang telah
dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan

ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa.
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Sebagai organisasi pemerintahan yang berda pada tingkat paling bawah,
pemerintah desa memiliki posisi strategisi karena paling dekat dengan
masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik
yang lebih cepat, rensponsif dan tepat sasaran. Pemerintah desa tidak
hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai
penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rencana Pembangunnan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud dengan
perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakt secara partisipatif.
Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan
menentukan arah kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa secara optimal, guna mewujudkan tujuan
pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,
keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
disusun sebagai konsekwensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang
memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengatur dan
mengelola urusan pemerintahannya sendiri. RPJM Desa merupakan
dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu enam

tahun, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih. Dalam
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proses penyusunannya, RPJM Desa mengintegrasikan pendekatan top-
down dan bottom-up, di mana program-program pembangunan yang
dirumuskan oleh pemerintah desa kembali dibahas dan diselaraskan
melalui mekanisme partisipatif dalam forum-forum musyawarah desa
sebagai wahana dalam politik lokal. Oleh karena itu, keberhasilan
penyusunan RPJM Desa sangat bergantung pada partisipasi aktif dari
selurun elem masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan yang
dihasilkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara nyata, serta mendorong
tercapainya pembangunan desa yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan
(Wulansari, 2015 :488)

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwasanya RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan
desa yang bersifat strategis dan memuat arah kebijakan, program, serta
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam
kurun waktu eman tahun. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam
peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disusun secara
partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mencapai
tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta
kebutuhan lokal desa.

3. Partisipasi Masyarakat
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Secara etimologi, partisipasi berasal dari Bahasa inggris yaitu
participation yang berarti mengambil bagian atau Kkeikutsertaan.
Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia partisipasi merupakan
hal turut berperan serta didalam suatu kegiatan. Menurut Canter (Agustin,
2020), partisipasi sebagai feed-forward information and feedback
information. Berdasarkan definisi dari Canter diatas dapat dipahami bahwa
partisipasi merupakan sebuah proses komunikasi dua arah yang
berlangsung secara terus menerus, bukan sekedar sebuah kegiatan
seremonial atau formalitas belaka.

Sejalan dengan pendapat Canter, partisipasi tidak hanya dimaknai
sebagai bentuk dukungan terhadap program atau kebijakan pemerintah,
tetapi juga mencakup hak masyarakat untuk menyamaikan ketidaksetujuan
atau penolakan apabila suatu kebijakan dirasa tidak sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan mereka. Oleh karena itu, partisipasi
masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan, responsif, serta demokratis.

Sedangkan menurut Pusic (Agustin, 2020), menyatakan bahwa
perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat
akan menjadi perencanaan di atas Kkertas, berdasarkan dalam
pandangannya, partisipsi atau keterlibatan warga masyarakat dalam
pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu;

a. Partisipasi dalam perencanaan
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Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
memeiliki sisi positif dan negarif yang perlu dipertimbangkan secara
seimbang. Dari sisi positif, keterlibatan masyarakat secara langsung
memungkinkan terbentuknya program-program pembangunan desa
yang dirancang secara bersama-sama, sehingga mencerminkan
kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Namun demikian, partisipasi juga memiliki tantangan atau Sisi
negatif yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya merupakan potensi
munculnya konflik atau pertentangan antar kelompok dalam
masyarakat yang memiliki kepentingan atau pandangan berbeda.
Ketegangan semacam ini bisa menimbulkan penghambatan dalam
proses pengambilan keputusan, dan bahkan dapat menunda dalam
pelaksanaan program yang telah dirancang.

Selain itu, partisipasi secara langsung dalam proses
perencanaan biasanya hanya efektif di lingkungan masyarakat yang
bersekala kecil, di mana komunikasi antar warga lebih muda
dilakukan serta keterlibatan dapat lebih merata. Sementara itu, dalam
masyarakat yang lebih besar, keterlibatan langsung menjadi sulit
untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan sistem perwakilan.
Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan
memiliki nilai posotif yang signifikan, terutama karena Sebagian

besar tahapan awal seperti penilaian kebutuhan serta perencanaan
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program telah diselesaikan. Dengan demikian, proses pelaksanaan
dapat berjalan dengan lebih efisien karena arah dan tujuan
programnya telah ditentukan bersama. Selain itu, jika pelaksanaan
dilakukan secara partisipatif, masyarakat dapat turut berkontribusi
dalam mengimplementasikan program dengan semangat gotong
royong, yang dapat mempercepat pencapaian hasil.

Namun, partisipasi dalam pelaksanaan juga memiliki sisi
negatif yang perlu dicermati. Salah satu kelemahanya adalah
kecendrungan menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan
semata. Dalam situasi ini, warga hanya dilibatkan dalam kegiatan
pelaksanaan tanpa pemahaman mendalam mengenai latar belakang
masalah atau dari tujuan program tersebut. Masyarakat tidak didorong
untuk memahami secara Kkritis persoalan yang dihadapi atau
termotivasi untuk mencari solusi mandiri. Akibatnya, keterlibatan
masyarakat hanya bersifat mekanis dan tidak disertai keterikatan
emosional terhadap program.

Cohen dkk. (Agustin, 2020), memberikan rumusan yang lebih
aplikatif mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Mereka mengklasifikasikan partisipasi ke dalam empat
bentuk utama, yaitu participation in decision making, participation in
implementation, participation in benefit, serta participation in evaluation.
Klasifikasi ini mencerminkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh

dalam berbagai tahapan proses pembangunan.
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a. Participation in decision making
Participation in decision making atau partisipasi dalam
pengambilan keputusan merupakan bentuk partisipasi yang paling
awal dan fundamental dalam proses pembangunan. Dalam tahap ini,
masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan,
Khususnya dalam proses perumusan kebijakan serta pengambilan
keputusan.
b. Participation in implementation
Participation in implementation atau partisipasi dalam
pelaksanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses
pembangunan yang bersifat praktis serta konkret, melalui kontribusi
langsung. Yang dimaksud dengan kontribusi langsung ini seperti;
tenaga, dana atau material, waktu serta keahlian dan juga dukungan
sosial serta moral. Bentuk-bentuk kontribusi ini memperlihatkan
bahwa keberhasilan pelaksanaan program tidak semata-mata
bergantung pada pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh
masyarakat.
c. Partisipasion in benefit
Partisipasion in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan
merupakan wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat
memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat
seperti;

1. Ikut menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan;
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2. Mengikuti kegiatan keagamaan;
3. Mengikuti kegiatan dalam menjaga keamanan lingkungan; dan
4. Mengikuti kegiatan kelompok usaha ekonomi pertahanan daerah
dan untuk meningkatkan perekonomian.
d. Partisipasion in evaluation

Partisipasi in evaluation atau partisipasi dalam evaluasi
merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian
terhadap pelaksanaan program pembangunan serta hasil-hasil yang
telah dicapai. Dalam tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi
penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai pengawas dan penilai
atas sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan
rencana awal dan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai secara
optimal.

Berlandaskan pada pemaparan di atas, partisipasi masyarakat
merupakan interaksi timbal balik antara pemerintah sebagai pemegang
serta pelaksana kebijakan, dengan masyarakat sebagai pihak yang secara
langsung merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Komunikasi ini
menjadi sangat penting karena memungkinkan adanya ruang bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, maupun
sarana yang konstruktif
Ketahanan Ekonomi

Menurut (Lili, 2017 :160), ketahanan ekonomi merupakan kondisi

dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan
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keteguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan
kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai macam tantangan baik dari
luar maupun dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung
untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian yang
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Suryohadiprojo (Ajeng. dkk, 2022 :46), yang
menjelaskan lebih luas bahwa, konsep ketahanan nasional pada dasarnya
mirip dengan konsep keamanan komperhensif, yang membedakannya
yaitu cakupan konsep ketahanan nasional yang mencakup sosial budaya,
ekonomi, politik, pertahanan serta keamanan. Selain digunakan untuk
menghadapi agresi dari luar, pertahanan juga dimaksudkan untuk
mengatasi berbagai tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang
dihadapi oleh suatu bangsa dalam upaya memperjuangkan kepentingan
nasional dan mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ajeng. dkk, 2022
:46).

Sedangkan ketahanan ekonomi nasinal menurut Marlinah (Ajeng.
dkk, 2022 :47), merupakan pengerucutan dari konsep ketahanan nasinal
yang lebih fokus pada kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa
yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan ketahanan
nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan,
hambatan serta tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri

untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan Negara
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Republik Indonesia berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar
1945.

Lemhanas (Wulandari, 2017 :304), juga menjelaskan bahwa dalam
ketahanan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
ketahanan ekonomi tersebut, sebagai berikut adalah:

a. Sifat keterbukaan dan sistem perekonomian;

b.  Struktur ekonomi serta sarana dan prasarana;

c. Potensi pengelolaan sumber daya manusia serta potensi pengelolaan
sumber dana;

d. Diversifikasi pemasaran dan teknologi yang digunakan serta; dan

e. Hubungan ekonomi luar negri.

Pada skala ketahanan ekonomi wilayah (provinsi, kota/kabupaten)
yang mencerminkan kondisi kehidupan berdasarkan Pancasila, yang
memiliki kemampuan dalam memelihara stabilitas ekonomi yang sehat
dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi di
wilayah yang memiliki daya saing tinggi serta mampu mewujudkan dan
mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Aspek yang digunakan dalam
melihat ketahanan ekonomi wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pendapatan Ibrahim (Wulandari, 2017 :304).

Berlandaskan pada pemaparan di atas, mengerucut ke dalam skala
yang lebih kecil yaitu, ketahanan ekonomi desa yang mencerminkan
kemampuan suatu desa dalam mengelola dan mengembangkan sumber

daya lokal yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga dapat
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menghadapi berbagai tantangan dan persaingan dalam mewujudkan
pengembangan desa yang mandiri. Ketahanan ekonomi desa sangatlah
penting dalam mensejahterakan masyarakat desa jangka panjang. Dengan
ketahanan ekonomi yang kuat, desa bisa lebih dapat mandiri serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membantu mencapai
pembangunan yang berkelanjutan.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis yang
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, serta
menginterpretasikan data, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Metode penelitian juga memuat asas-asas yang memberikan

tuntutan sehingga dilakukannya penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penggunaan pendekatan deskriptif ini untuk menggambarkan
Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa. Metode penelitian ini, peneliti langsung turun ke
lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih
akurat yang terjadi di lapangan agar peneliti dapat menggambarkan yang
terjadi di lapangan secara aktual. Penelitian ini didasarkan dengan teori
serta konsep yang dikembangkan melalui pengamatan dan wawancara,

serta memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari berbagai
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sudut pandang yang berbeda. Tujuannya untuk menghasilkan kesimpulan
yang bermakna dan bermanfaat bagi para peneliti.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema,
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi
ini didasarkan pada kemudahan akses terhadap data serta informasi yang
dibutuhkan, baik dari segi ketersediaan informen, dokumen-dokumen
pendukung, maupun kemudahan dalam proses pengumpulan data. Selain
itu, di Desa Bantala terdapat dinamika permasalahan yang menarik untuk
diteliti, serta sebelumnya belum pernah menjadi objek penelitian pada
topik ini. Permasalahan yang ada di desa ini juga memungkinkan
ditemukannya perbedaan karakteristik jika dibandingkan dengan lokasi-
lokasi penelitian sebelumnya.
Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki peran penting dalam memastikan
keberhasilan riset. Seubyek merujuk pada informen yang memiliki
kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan. Pemilihan subjek
dilakukan berdasarkan kesesuaian serta relevansinya dengan tujuan
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik pengambilan
informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling,
yaitu memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi

yang dibutuhkan, baik secara lisan melalui wawancara maupun tertulis
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dalam bentuk dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan

penelitian ini.

Berikut ini merupakan informan yang sudah peneliti tentukan dan

peneliti sajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut adalah;

Tabel 1.2 Deskripsi Informan

No | Nama Informan Kapasitas Informan

1 Lambertus B. Kumanireng, A.Md | Penjabat Kepala Desa

2 Paulus Pehan Kelen Sekretaris Desa

3 Sebastianus Soge Koten Ketua BPD

4 Marianus Pati Wekin Kepala Dusun

5 Rofinus Bisu Kelen Kepala Dusun

6 | Nikolaus Jati Tukan Anggota tim penyusun RPJM
Desa

7 Agnes Lelu Aran Kasi Pemerintahan

8 Katarina Lelu Hurit Kaur Perencanaan

9 Rafael Ratu Hewen Kasi Kesejahteraan Masyarakat

10 | Servianus Hide Sogen Anggota BPD

Sumber: Data Primer, 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggalian informasi merupakan rangkaian prosedur yang memiliki

esensi fundamental dalam konteks investigasi ilmiah. Dalam riset ini,

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data melibatkan serangkaian

metode sebagai berikut;

a.

Observasi

Menurut Sutrisno (Alfani, 2018 :8), observasi merupakan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena-
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fenomena yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
diartikan bahwa observasi merupakan, pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara cermat dan
sistematik. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan riset di Desa Bantala
dengan mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan, serta
mencatat segala penemuan baik itu perilaku maupun kejadian yang
terjadi sebenarnya di lapangan.

Selain itu, observasi juga peneliti gunakan untuk
mengidentifikasi fokus penelitian antara lain; menganalisis proses
tahapan kegiatan dalam perencanaan pembangunan, meninjau
kesesuaian implementasi dokumen perencanaan pembangunan,
menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta
mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukung ketahanan
ekonomi Desa Bantala.

Oleh karena itu, melalui observasi ini peneliti mendapatkan
hasil observasi berupa data perimer dan data sekunder, data primer
sendiri berupa testimoni informen, sedangkan data sekunder berupa
dokumen-dokumen pendukung seperti; dokumen RPJM Desa,
dokumen RKP Desa, serta dokumen APB Desa. Dengan demikian,
pada tahap observasi ini akan berkontribusi pada pemahaman peneliti
mengenai sejaun mana kesesuaian implementasi dokumen RPJM
Desa, sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Desa

Bantala.
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Wawancara

Menurut Sugiono (Mar’atusholihah et al., 2019 :256),
wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam maka jumlah respondennya sedikit
atau kecil.

Berdasarkan pengertian diatas maka wawancara dapat
dipahami sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang memberikan pertanyaan, dan terwawancara yang
memberikan jawaban. Wawancara yang dilakukan kepada informen
juga memiliki maksud untuk membuktikan kesesuaian data hasil
observasi yang telah peneliti gali serta peneliti kumpulkan, sehingga
dari hasil tersebut, selanjutnya dapat dianalias oleh peneliti secara
akurat.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara di Desa
Bantala. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada sepuluh
informen yang diangap mampu memberikan informasi serta data-data
pendukung guna menggali serta mengeksplorasi lebih jauh segala
sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Desa
Bantala.

Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa

Bantala, tergolong bervariasi berdasarkan waktu dan tempat yang
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menyesuaikan kondisi dari setiap informen, lokasi wawancara yang
berbeda-beda, serta durasi wawancara yang bervariasi tergantung dari
banyak atau sedikitnya data serta informasi yang diberikan oleh
informen.
c. Dokumentasi
Menurut Zuriah (Mouwn Erland, 2020: 14), dokumentasi
merupakan penggumpulan data melalui arsip, catatan aktivitas,
pristiwa serta kajian, yang mana hal ini berbentuk sebuah tulisan atau
gambar yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengambilan
dokumentasi ini sendiri, peneliti lakukan disetiap kegiatan seperti
observasi lapangan, wawancara dan kegiatan musyawarah desa yang
juga diikuti oleh peneliti pada saat proses penelitian berlangsung.
Untuk menganalisis kesesuaian implementasi dokumen RPJM
Desa, dibutuhkan serangkaian dokumentasi yang berkaitan dengan
topik penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti
menyajikan dokumentasi-dokumentasi seperti, dokumen RPJM Desa,
Dokumen RKP Desa, dokumen APB Desa, dan dokumentasi disaat
wawancara terhadap informen sebagai bukti pendukung penelitian
yang menjadi alat dalam proses verifikasi, serta validasi ulang
terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
5. Teknik Analisis Data.
Menurut Muhadjir (Rijali, 2019 :84), analisis data merupakan

upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,
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untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti

serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan teknik

analisis data memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk

dalam penelitian, karena membantu proses pengambilan keputusan yang

berbasis data. Munurut Miles (Rusdiantoro, 2020 :4), analisis data terbagi

menjadi tiga, sebagai berikut adalah;

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap untuk menyederhanakan,

merangkum, serta mengklasifikasikannya, kedalam hal-hal yang
penting dengan tema atau pola yang sama. Selanjutnya data yang telah
direduksi akan sangat mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Dengan begitu, data-data
yang siap untuk disajikan dalam penelitian ini, merupakan data-data
yang signifikan dalam mendukung fokus utama objek kajian. Dalam
riset ini, peneliti melakukan reduksi data sebanyak tiga kali, yakni saat
pengumpulan data, saat selesai wawancara dengan informan, serta
pada saat tahap analisis akhir, guna memastikan data yang disajikan
relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Bentuk penyajian data dalam riset ini didasarkan pada hasil

proses reduksi yang diwujudkan dalam bentuk narasi teks yang
terstruktur dan ringkas, sehingga mudah dipahami serta memudahkan

pembaca dalam memahami inti dari informasi yang disampaikan.
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Pada tahap penyajian data, peneliti mengamati dinamika yang terjadi
di lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang
telah dilakukan sebelumnya.

Proses ini mencakup pemilihan data mentah yang belum
terolah, yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama
berlangsungnya proses penelitian. Setelah melalui tahapan pemilahan,
data-data kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang
terstruktur dalam paragraf-paragraf, serta dilengkapi dengan tabel-
tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami rincian data dan
melakukan perbandingan nilai secara langsung. Penyajian data juga
mencakup bagan yang berguna untuk menggambarkan pola, serta
visualisasi berupa gambar yang bertujuan untuk memperjelas dan
memperkuat representasi hasil dari data yang telah dihimpun selama
proses riset.

Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang
telah dianalisis secara menyeluruh. Kesimpulan berfungsi sebagai
jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Secara esensial,
tahap penarikan kesimpulan ini, merupakan tahap akhir dari rangkaian
analisis data, yang mana peneliti memaparkan seluruh hasil temuan
yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

Langkah ini mencakup analisis mendalam terhadap fenomena

empiris yang diamati di lapangan, serta pengembangan teori yang
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berpijak pada data-data yang telah terakumulasi. Dalam konteks
penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang
telah disajikan mengenai kesesuaian implementasi dokumen rencana
pembangunan jangka menengah desa. Selain menjawab pertanyaan
penelitian, penarikan kesimpulan juga bertujuan menyampaikan

wawasan yang bermakna dan relevan bagi pembaca.
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BAB 11
DESKRIPSI PEMERINTAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BANTALA

A. Pemerintah Desa

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, disebutkan bahwa kelembagaan desa terdiri atas tiga unsur utama
yang memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa,
yaitu; Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga
Kemasyaraktan Desa. Ketiga lembaga ini merupakan bagian integral dalam
penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan untuk mengatur serta
mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai asal-usul dan
adat istiadat yang hidup dan dihormati dalam sistem pemerintah nasional.
Penyelenggara urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dan BPD. Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri atas Kepala Desa dan
perangkat desa. Kepala Desa memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan
kemasyaraktan di wilayahnya. Adapun perangkat desa sebgai unsur pembantu
Kepala Desa, terdiri dari tiga unsur pelaksana, yaitu; Sekertaris Desa,
Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.

Sekertaris Desa memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran
tugas-tugas Kepala Desa, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah
desa. Sekertariat dipimpin langsung oleh sekertaris desa dan terbagi ke dalam

tiga urusan utama, yait; urusan keuangan yang bertanggung jawab atas

37



pengelolaan anggaran dan keuangan desa, urusan perencanaan yang berfokus
pada penyusunan rencana pembangunan desa, serta urusan tata usaha umum
yang mengenai administrasi umum dan kearsipan. Sementara itu, pelaksanan
tenknis pemerintah desa terdiri dari tiga seksi, yaitu; Seksi Pemerintahan yang
menangani urusan administrasi kependudukan dan ketertiban, Seksi
Kesejahteraan yang fokus pada pelayanan sosial dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat, serta Seksi Pelayanan yang melayani kebutuhan dasar warga
desa. Selain itu, dalam pelaksanaan kewilayahan, Desa Bantala terbagi menjadi
6 dusun, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan masyarakt di tingkat lokal.

Tabel 1.3 Pemerintah Desa Bantala

No Nama Jabatan

1. | Lambertus B. Kumanireng, A.Md | Penjabat Kepala Desa
2. | Paulus Pehan Kelen Sekertaris Desa

3. | Theodora Eny Kaur Umum

4. | Maria Veronika Sogen Kaur Administrasi

5. | Katarina Lelu Hurit Kaur Keuangan

6. | Agnes Lelu Aran Kasi Pemerintahan

7. | Emanuel Doro Tukan Kasi Pembangunan
8. | Rafael Ratu Hewen Kasi Kemasyarakatan
9. | Rofinus Kelen Kepala Dusun |

10. | Marianus Wekin Kepala Dusun 1l

11. | Stevanus Hurit Kepala Dusun 111
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12. | Sebastianus Tukan Kepala Dusun IV

13. | Gaudensius Wekin Kepala Dusun V

14. | Marieta Hurint Kepala Dusun VI

Sumber: RPJM Desa Bantala 2018-2024

Pemerintah Desa Bantala merupakan struktur pemerintahan desa yang
terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana teknis yang menjalani roda
pemerintahan di tingkat desa secara kolektif dan terstruktur. Saaat ini, Desa
Bantala dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa, Lambertus B.
Kumanireng, A.Md, yang dibantu oleh Sekertaris Desa dan beberapa kepala
urusan (kaur) serta kepala seksi (kasi) yang menangani berbagai bidang
administrasi, pelayanan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain
itu, pemerintah desa ini juga didukung oleh enam kepala dusun yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahaan di masing-masing
wilayah dusun. Seusunan ini juga menunjukan bahwa Pemerintah Desa Bantala
telah memiliki kelembagaan yang lengkap dan berfungsi untuk menjalankan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat

desa secara optimal.
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Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bantala

PENJABAT DESA

BPD Lambertus B. Kumanireng, LKD
SEKERTARIS
Paulus P. Kelen
KASI KAUR
[ ] [ |
Pemerintahan Pembangunan Kerakyatan Umum Administrasi Keuangan
Agnes Lelu Emanuel D. Rafael R. Theodora Maria V. Katarina L.
Aran Tukan Hewen Eny Sogen Hurit
KEPALA DUSUN
Dusun | Dusun Il Dusun 111 Dusun IV Dusun V Dusun VI
Rofinus Kelen Marianus Stevanus Sebastianus Gaudensius Mareta
Wekin Hurit Tukan Wekin Hurint

Sumber: Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bantala Periode 2018-2024

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi

Pemerintah Desa Bantala telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, Desa Bantala telah

menyusun struktur organisasi pemerintahan desanya dengan cukup baik dan




jelas, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Bantala berupaya menjalankan sistem
pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM Desa)
berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa
(Permendagri No. 114 Tahun 2014). Dalam proses penyusunan RPJM Desa,
pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangnan desa secara partisipatif (PP No.47 Tahun 2015).

Rancana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa)
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 setidaknya memuat
beberapa unsur diantaranya;

a. Penjabaran visi dan misi kepala desa definitf; dan

b. Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Sedangkan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam rencana
pembangunan jangka menengah desa setidaknya memuat beberapa unsur
diantaranya;

a. Visi dan misi kepala desa;

b. Arah kebijakan pembangunan desa; dan
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c. Rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pemibinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses

penyusunan Rencana Pembanugnan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
adalah sebgai berikut;
1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
Tim penyususn RPJM Desa dibentuk oleh kepala desa, jumlah
anggota dalam tim penyusunan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal

11 (sebelas) orang dan didalam tim harus mengikutsertakan perempuan.

Sususnan kerja terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekertaris desa

selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris,

dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur
masyarakat lainnya.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten/kota
Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan
dengan program dan Kkegiatan pembangunan kota/kabupaten.

Penyelarasan oleh tim dilakukan dengan mendaptakan informasi tentang

arah kebijakan pembangunan kota/kabupaten. Yang sekurang-kurangnya

informasi tersebut meliputi: rencana strategis satuan kerja perangkat

derah, rencana umum tata ruang wilayah kota/kabupaten, rencan rinci
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tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana pembangunan kawasan
perdesaan.
Pengkajian keadaan desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh tim penyusun dalam
rangka mempertimbangkan kondisi objek desa. Kegiatan penkajian
keadaan desa meliputi penyelarasan data desa, penggalian aspirasi
masyarakat, dan peyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil
kajian keadaan desa oleh tim penyusun RPJM Desa akan menjadi bahan
pertimbangan dan masukan pada saat musyawarah perencanaan
pembangunan desa.
Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Musyawarah desa dilakukan setelah laporan hasil kajian diterima,
dan diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Ada
beberapa unsur yang menjadi pembahasan dalam musyawarah deesa
yaitu laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan
pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, serta
rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Penyusunan rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa dituangkan kedalam format rancangan

RPJM Desa, yang disusun berdasarkan berita acara dari hasil kajian tim
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penyusun RPJM Desa. Setelah rancangan selesai, rancangan
disampaikan kepada kepala desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan desa.
Penyusunan rancangan RPJM Desa dilakukan dengan musyawarah
perencanaan pembangunan desa, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa,
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri
dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakt, tokoh pendidikan,
kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok
perempuan, kelompok pemerintah, dan pelindungan anak, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
7. Penetapan RPJM Desa
Penetapan RPJM Desa tertuang dalam peraturan desa tentang
RPJM Desa yang telah disesuaiakan oleh kepala desa serta badan
pemusyawaratan desa (Permendagri No 114 Tahun 2014). Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, RPJM Desa dapat dirubah
apabila terjadi beberapa hal berikut yaitu; terjadinya peristiwa khusus
sosial yang berkepanjangan, dan terdapat perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Desa Bantala merupakan salah satu desa yang secara konsisten

menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
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sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa.
Semangat pelaksanaan pembangunan desa berbasis perencanaan jangka
menengah mulai tumbuh sejak tahun 2015, ketika kepala desa definit yang
menjabat saat itu mulai menyusun RPJM Desa sebagai pedoman perencanaan
pembangunan selama 6 (enam) tahun. RPJM Desa Bantala yang disusun pada
tahun 2015 menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan desa
hingga tahun 2021, mencakup bidang pemerintahan, pembangunan
infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ekonomi.
Dokumen perencanaan tersebut terus dijabarkan melalaui Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya, bahkan hingga tahun 2024,
meskipun masa jabatan kepala desa definitif telah berakhir.

Berdasarkan data Indesk Desa Membangunan (IDM), perekembangan
yang dicapai oleh Desa Bantala cukup signifikan. Pada tahun 2021, desa ini
masih berstatus sebagai desa berkembang, namun berkat pelaksanaan
pembangunan yang terarah dan partisipatif, pada tahun 2024 Desa Bantala
telah naik status menjadi desa mandiri. Status ini menunjukan bahwa desa
tersebut telah memenuhi indikator kemandirian baik dari aspek sosial,
ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun RPJM Desa yang berlaku saat ini
telah melampaui masa perencanaannya, belum ada dokumen RPJM Desa baru
yang disusun. Hal ini disebabkan oleh kondisi pemerintahan desa yang sejak
tahun 2022 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa. Sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyususnan

RPJM Desa hanya dapat dilakukan oleh kepala desa definitif, karena RPJM

45



Desa memuat visi dan misi kepala desa terpilih sebagai dasar arah
pembangunan selama masa jabatannya.

Kondisi ini menunjukan bahwa walaupun terdapat keterbatasan dalam
aspek regulasi, Desa Bantala tetap berupaya menjaga kesinambungan
pembangunan berdasarkan dokumen RPJM Desa sebelumnya. Pemerintah
desa dan masyarakat tetap mengacu pada program-program yang telah
ditetapkan, sambil menunggu terpilihnya kepala desa definitif untuk menyusun
RPJM Desa yang beru dan leih kontekstual dengan kebutuhan desa saat ini.
Maka dapat disimpulkan bahwa Desa Bantala merupakan contoh desa yang
mampu menerapkan RPJM Desa secara konsisten sejak diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Meskipun dokumen RPJM Desa terakhir disusun pada tahun 2015 dan
belum diperbarui karena kepemimpinan desa dipegang oleh penjabat kepala
desa sejak 2022, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan
berdasarkan rencana yang telah ada. Hal ini terbukti dari peningkatan status
desa dari desa berkembang tahun 2021 menjadi desa mandiri pada tahun 2024.
Keberhasilan ini menunjukan bahwa pelaksanaan RPJM Desa yang terarah dan
partisipatif mampu mendorong kemajuan desa meskipun dalam keterbatasan

administratif.
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BAB III
PEMERINTAH DESA BANTALA DALAM MENJALANKAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil analisis yang dilaksanakan
dengan menggunakan metodologis kualitatif dengan menggunakan pendekat
deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara detail terhadap temuan empiris
yang kemudian digabungkan melalui beberapa tahapan berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi. Peneliti kemudian menguraikan secara
mendalam terkait hasil-hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan 10 informan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores
Timur, yang berfokus pada Pemerintah Desa Bantala dalam menjalankan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selanjutnya, analisis serta
interpretasi data kemudian disusun dalam bentuk narasi tertulis yang dirancang
agar dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami informasi
yang disajikan.

A. Pemerintah Desa Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam perencanaan pembangunan suatu desa, dibutuhkan partisipatif
dari pemerintah desa, lembaga-lembaga yang terdapat di desa, seperti Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh elemen masyarakat dalam desa
tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkannya visi dan misi yang dimuat dalam

bentuk dokumen, yang mana dokumen tersebut disusun dengan sistematis,
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terarah dan mampu menciptakan hasil yang sesuai dengan aspirasi dari
masyarakat itu sendiri.

Dokumen yang dimaksud yaitu dokume Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa), yang kemudian dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APB Desa), yang diterapkan berdasarkan peratuan desa. Proses penyusunan
RPJM Desa berdasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 114
Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa. Berikut ini merupakan
tahapan proses dalam penyusunan rencanan pembangunan desa, yang
dilakukan di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,
yang telah mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur tentang tahapan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), serta dalam
proses perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa perlu
melaksanakannya dengan partisipatif.

Berdasarkan regulasi terkait prosedur penyusunan RPJM Desa tersebut,
berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Paulus Pehan Kelen,
selaku Sekretaris Desa Bantala;

“Untuk perencanaan pembangunan itu, sudah dilakukan sejak awal
masa jabatan kepala desa yang baru, itu tu juga dilakukan dengan
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beberapa tahapan. Tahap pertama, menyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sekaligus bentuk tim penyusun
RPJM Desa, itu kami bahas dan kami bentuk melalui musyawarah desa
(Musdes), dan sekalian bahas terkait RPJM Desa, yang difasilitasi oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan melibatkan Pemerintah
Desa Bantal, tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur
pemuda, kelompok tani, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Posyandu, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).” (Wawancara,
03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas,

bahwasanya; perencanaan pembangunan Desa Bantala, dilakukan secara

sistematik sejak awal masa jabatan kepala desa. Pada tahap awal, dilakukan

dengan menyusun RPJM Desa melalui musyawarah desa (Musdes).

Musyawarah desa ini, membahas arah RPJM Desa sekaligus membentuk tim

penyusun RPJM Desa.

Gambar 3.1 Musyawarah Desa 2023-2024
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Gambar 3.1 di atas merupakan kegiatan Musyawarah Desa Bantala

Tahun 2024-2025 yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa). Musyawarah ini difasilitasi oleh Badan Pemusyawaratan

Desa (BPD) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, seperti tokoh agama,
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tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, dan
perwakilan dari berbagai lembaga desa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain
meliputi lembaga pendidikan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakt Desa
(LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, serta
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Selanjutnya, yang masih dijelaskan oleh bapak Paulus Pehan Kelen,
selaku Sekretaris Desa Bantala;

“Setelah musdes selesai, dan tim penyusun RPJM Desa juga sudah

terbentuk, kemudian tim ini dia jalankan dia punya tugas, dengan

penggalian gagasan di dusun, terus pengambilan data desa, dan juga dia
catat potensi-potensi yang ada di desa ini ni.” (Wawancara, 03 Februari

2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas, setelah
tim penyusun RPJM Desa selesai dibentuk, tahap selanjutnya yaitu tim
menjalankan tugasnya dengan menggali aspirasi dari masyarakat desa, serta
melaksanakan pemetaan dalam membangun desa dalam wilayah dusun, serta
RT, sehingga dapat disesuai dengan kondisi aktual desa untuk dipetakan dalam
pembangunan desa.

Kemudian, Nikolaus Jati Tukan selaku anggota tim penyusun RPJM
Desa menjelaskan bahwasanya;

“Penggalian gagasan dilakukan yang pertama dari tingkat dusun, jadi

setiap kepala dususn tu, mereka fasilitasi musyawarah dusun yang

didampingi oleh kami selaku tim penyusun RPJM Desa, setelah
penggalian aspirasi dari keenam dusun selesai, kemudian kami

lanjutkan dengan penggalian aspirasi di lembaga-lembaga yang ada di

Desa Bantala ini ni, setelah dari lembaga-lembaga yang ada, baru kami

lanjutkan dengan penggalian aspirasi di unsur perempuan dan unsur
pemuda mereka.” (Wawancara, 04 Februari 2025)
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Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota tim penyusun RPJM
Desa di atas, dijelaskan bahwasanya, penggalian aspirasi dilakukan secara
merata di setiap unsur masyarakat. Penggalian gagasan dilakukan pertama kali
dari tingkat dusun. Setiap kepala dusun memfasilitasi pelaksanaan
musyawarah dusun yang didampingi oleh tim penyusun RPJM Desa. Setelah
proses penggalian aspirasi dari masing-masing dusun selesai, kegiatan
dilanjutkan dengan penggalian aspirasi dari lembaga-lembaga desa yang ada di
Desa Bantala. Setelah itu, barulah proses penggalian aspirasi dari unsur
perempuan dan unsur pemuda yang juga menjadi bagian penting dalam
penyusunan dokumen perencanaan ini.

Kemudian, Marianus Pati Wekin selaku Kepala Dusun menjelaskan
bahwasanya;

“Jadi waktu musyawarah dusun itu, awal pembahasan kami sampaikan

kembali atau kami jelaskan apa yang mau kita bahas, terkait apa dan

bagaimana, jadi setelah kita jelaskan kepada masyarakat barulah kita
buka sesi untuk masyarakat boleh menyampaikan apa yang menjadi
mereka punya masukan itu sendiri, setelah mereka semua sampaikan,
barulah kami bahas bersama untuk menentukan apa saja yang menjadi

gagasan yang mau kami angkat dari dusun dua ini.” (wawancara 06

Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan Kepala Dusun di atas, dijelaskan
bahwasanya, mekanisme musyawarah dusun ini terdiri dari beberapa tahapan
utama VYyaitu, pemaparan permasalahan atau tema yang mau dibahas,
penyampaian aspirasi, pemilahan aspirasi yang telah disampaikan berdasarkan
tingkat urgensi, serta penetapan keputusan berdasarkan aspirasi yang dianggap

paling relevan dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Partisipasi

masyarakat dusun Il dalam forum musyawarah dusun ini, menunjukan tingkat
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keterlibatan yang tinggi dimana, masyarakat dusun secara aktif mendukung
jalannya setiap pertemuan yang diadakan.

Kemudian Nikolaus Jati Tukan, selaku anggota tim penyusun RPJM
Desa menjelaskan bahwasanya:

“Jadi, setelah penggalian aspirasi dari seluruh elemen masyarakat

selesai, kami kemudian mengadakan pertemuan internal untuk

membahas dan memilah seluruh hasil aspirasi dari masyarakat, setelah
dipilah, baru kami susun dan pilah berdasarkan tingkat prioritas dari
tahun pertama sampai tahun keenam sesuai dengan masa jabatan kepala

desa itu.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di
atas, dijelaskan bahwasanya, setelah tim penyusun RPJM Desa selesai dalam
penggalian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, tugas selanjutnya yaitu,
setelah semua data telah dikumpulkan menjadi satu, tim pelaksana kemudian
memilih seluruh aspirasi berdasarkan tingkat prioritas, setelah dipilih dan
dipisahkan berdasarkan tingkat prioritas, tim pelaksana kemudian menyusun 6
(enam) tahap yang sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Jadi tingkat
prioritas yang lebih tinggi atau urgensi berada di tahap pertama dan seterusnya
sampai pada tahap keenam.

Kemudian, yang masih dijelaskan oleh Nikolaus Jati Tukan, selaku tim
penyusun RPJM Desa bahwasanya;

“Setelah menyusun, kami lalu menyampaikan kepada BPD mereka,

untuk memfasilitasi kembali dulu musyawarah desa ini ni, supaya kami

bisa menyampaikan hasil kerja kami ini, yang kami sudah susun ni,
berdasarkan tingkat prioritas. Kemudian setelah kami laporkan tu, baru
kami lanjutkan dengan forum pembahasan, pertimbangan, dan

kesepakatan bersama dalam RPJM Desa.” (Wawancara, 04 Februari
2025)
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Berdasarkan keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di atas,
dijelaskan bahwasanya, setelah tim penyusun RPJM Desa menyusun tingkat
prioritas berdasarkan urgensi dalam 6 (enam) tahap yang sesuai dengan masa
jabatan kepala desa yaitu enam tahun, tim penyusun kemudian menyampaikan
hal ini kepada BPD untuk boleh memfasilitasi kembali musyawarah desa
(Musdes), guna membahas hasil dari penggalian aspirasi, penyusunan aspirasi
berdasarkan tingkat prioritas dan urgensi, serta pembahasan mendalam
kemudian kesepakatan bersama untuk menetapkan RPJM Desa.

Setelah melalui tahapan penyusunan RPJM Desa, langkah selanjutnya
adalah menyusun RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan dokumen rencana kerja pemerintah
desa dalam satu tahun, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa.
RKP Desa juga merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang merupakan
dokumen rencana untuk enam tahun, ditambah dua tahun berdasarkan UU Desa
No 3 Tahun 2024 sehingga menjadi delapan tahun. Berikut ini merupakan hasil
wawancara yang dijelaskan oleh bapak Paulus Pehan Kelen, selaku sekretaris
Desa Bantal, yang menjelaskan lanjutan dari mekanisme tahapan penyusunan
RPJM Desa sebagai berikut adalah:

“Dalam penyusunan RKP Desa tu, tim penyusun mereka yang buat,

kalau sistem kerjanya sendiri tu mereka sudah tidak turun ke lapangan

lagi atau ke masyarakat lagi untuk gali gagasan itu, tapi mereka hanya
tinggal menjabarkan dari dokumen RPJM Desa yang sudah jadi itu tu.

Dalam penjabaran itu tu kan sudah termuat semua dalam RPJM Desa,

rencana pembangunan yang disusun berdasarkan tingkat urgensi dari

tahun pertama sampai tahun ke enam itu, jadi tinggal di jabarkan dari
tahun pertama untuk melaksanakan program kerja dalam satu tahun

anggaran itu tu. Terus kalau tim sudah selesai buat maka langkah
selanjutnya itu mereka akan menyapaikan ke Kepala Desa sebgai berita
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acara untuk segera memfasilitasi musrenbangdes untuk membahas dan

menetapkan RKP Desa yang sudah dibuat ini.” (Wawancara, 03

Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Bantala di atas, dijelaskan
bahwasanya; dalam penyusunan RKP Desa, penyusunan dilakukan oleh tim
penyususn yang telah dibentuk. Mekanisme kerjanya berbeda dengan saat
penyusunan RPJM Desa. Tim penyususn RKP Desa tidak lagi melakukan
penggalian gagasan langsung ke masyarakat atau turun ke lapangan, melainkan
hanya menjabarkan program kerja yang telah dimuat dalam RPJM Desa.

Penjabaran tersebut didasarkan pada rencana pembangunan yang telah
disusun secara bertahap dalam RPJM Desa, berdasarkan tingkat urgensi dari
tahun pertama hingga tahun keenam. Oleh karena itu, dalam penyususnan RKP
Desa, tim hanya perlu menurunkan atau mengolaborasikan rencana
pembangunan unntuk tahun berjalan sesuai dengan urutan prioritas tahun
dalam RPJM Desa.

Setelah proses penyususnan RKP Desa selesai, dokumen tersebut akan
disampaikan oleh tim penyusun kepada kepala desa dalam bentuk berita acara.
Selanjutnya, kepala desa akan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai forum untuk
membahas dan menetapkan RKP Desa sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan selama satu tahun anggaran.

Kemudian, bapak Nikolaus Jati Tukan, selaku anggota tim penyusun
RPJM Desa juga menjelaskan bahwasanya;

“Dalam penyusunan RKP Desa, terdapat beberapa tahapan proses yang
harus dijalankan yaitu seperti, pembentukan tim penyusun RKP Desa,
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kaji ulang RPJM Desa serta memastikan kembali kesesuaian dengan

tahun anggaran berjalan yang sudah termuat dalam dokumen RPJM

Desa, menyusun draf rancangan RKP Desa, persiapan musrenbang

serta menjalankan musrenbang RKP Desa, penyusunan SK Kepala

Desa tentang RKP Desa, pelaksanaan serta monev RKP Desa oleh

kecamatan dan SKPD terkait kimpraswil, BPMD.” (Wawancara, 04

Februari 2025)

Berdasarkan pada keterangan dari anggota tim penyusun RPJM Desa di
atas, dijelaskan bahwasanya, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa), terdapat beberapa tahapan yang perlu untuk dijalankan
secara sistematis. Tahapan-tahapan ini meliputi pembentukan tim penyusun
RKP Desa, peninjauan kembali RPJM Desa, serta analisis terkait kesalahan-
kesalahan dalam data desa, penyusunan draf rancangan RKP Desa yang
menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program kerja. Pada
tahap selanjutnya yaitu persiapan musyawarah perencanaan pembangunan
desa (Musrenbangdes), serta melaksanakan musrenbangdes yang difasilitasi
oleh Kepala Desa (pemerintah desa). Selanjutnya Kepala Desa menetapkan
surat keputusan terkait RKP Desa.

Setelah RKP Desa selesai dibuat, langkah selanjutnya yaitu, tahap
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa untuk membiayai
segala program kerja yang telah termuat dalam dokumen RKP Desa. Dokumen
APB Desa juga merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuang desa
yang membiayai seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintah seperti,

pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Dokumen APB Desa disusun berdasarkan asas transparansi,
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akuntabilitas, partisipatif serta disiplin anggaran. Regulasi terkait APB Desa
sendiri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan
turunannya yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ibu Agnes Lelu Aran,
selaku Kasi Pemerintahan, yang menjelaskan bagaimana mekanisme tahapan-
tahapan dalam penyusunan APB Desa;

“Penyusunan APB Desa ini ni juga tidak jauh berbeda dengan

penyusunan RKP Desa itu, yang mana dalam penyusunannya itu kami

mencatat segala kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang
telah termuat dalam RKP Desa, setelah kami catat kami memberika
kisaran harga atau nominal dari kebutuhan yang siap dibelanjakan itu
tu, nah setelah tau totalnya, baru kami sesuaikan dengan jumlah
pendapatan desa dalam tahun anggaran berjalan, setelah disesuaikan
semuanya barulah dimasukan dalam dokumen APB Desa, yang
kemudian disepakati bersama dalam musyawarah desa.” (Wawancara,

03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari Kasi Pemerintahan di atas bahwasanya,
penyusunan APB Desa pada dasarnya tidak jauh berbeda dari proses
penyusunan RKP Desa. Dalam tahap penyusunan, kami terlebih dahulu
mencatat seluruh kebutuhan pembangunan yang telah dirumuskan dalam
dokumen RKP Desa. Setelah kebutuhan tersebut dicatat, kami menetapkan
kisaran harga atau nominal dari masing-masing kebutuhan yang akan
dibelanjakan.

Setelah mengetahui total kebutuhan anggaran, langkah selanjutnya

adalah mencocokkan dengan jumlah pendapatan desa pada tahun anggaran

berjalan. Proses penyususnan ini sendiri penting agar seluruh rencana belanja
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sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jika seluruh pendapatan dan belanja
telah diseimbangkan, maka seluruh data tersebut dimasukan kedalam dokumen
APB Desa. Dokumen APB Desa kemudian disampaikan dan disepakati dalam
forum musyawarah desa sebagai dasar resmi pelaksanaan kegiatan
pembangunan desa selama satu tahun anggaran.

Selanjutnya Agnes Lelu Aran, selaku kasi pemerintahan juga
menjelaskan bahwasanya:

“Setelah disepakati dan disetujui bersama, dokumen APB Desa

belum sepenuhnya sah, karena masih harus melalui beberapa tahap

selanjutnya lagi, yaitu kita harus serahkan dokumen tadi ke Camat
untuk Camat periksa terlebih dahulu baru camat serahkan ke Bupati
untuk menentuka persetujuan akhir. Hal ini karena bupati menilai
apakah rencana pembangunan yang dibuat sudah sesuai dengan arah
pembangunan dari kabupaten atau belum, jika Bupati merasa sudah
sesuai maka disetujuilah perencanaan pembangunan tersebut. Maka
dokumen tersebut akan diatur kedalam peraturan desa tentang APB

Desa dan fokus pembangunan tahun anggaran berjalan. Dibuat

dalam bentuk buku yang kami sebut sebgai buku sucinya desa,

karena didalamnya termuat semua rencana pembangunan satu tahun

beserta anggaranya.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari kasi pemerintahan di atas, dijelaskan
bahwasanya, setelah disepakati dan disetujui bersama dalam musyawarah
desa, dokumen APB Desa belum sepenuhnya sah dan berlaku. Dokumen
tersebut masih harus melalui beberapa tahapan lanjutan, yaitu dokumen
harus diserahkan kepada camat untuk dilakukan pemeriksaan administratif
awal. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat akan meneruskan
dokumen tersebut kepada Bupati guna memperoleh persetujuan akhir.

Proses ini penting karena Bupati akan menilai apakah rencana

pembangunan desa sudah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
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daerah di tingkat kabupaten. Apabila rencana tersebut dinyatakan sesuai
dan mendapat persetujuan, maka dokumen tersebut dituangkan kedalam
Peraturan Desa tentang APB Desa dan fokus pembanguna untuk satu
tahun anggaran berjalan, dan disusun menjadi satu buku komperhensif
yang disebut sebagai buku sucinya desa. Buku ini menjadi pedoman utama
yang memuat seluruh rencana pembangunan dan pembiyayaan desa untuk

satu tahun anggaran berjalan.

RATURAN DESA BANTALA
NO 5 TAHUN 2023
{ TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH D
(RKPDESA)

TAHUN 2024

Gambar 3.2 Buku RKP Desa Bantala Tahun 2024

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Gambar 3.2 di atas merupakan dokumentasi yang dimaksudkan dari
dokumen yang memuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan
penjabaran dari RPJM Desa. Dokumen ini juga dikenal dengan sebutan

buku sucinya desa.
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Setelah APB Desa selesai dibuat dan digabungkan dengan RKP
Desa. dalam pengimpelmentasian program kerja tahun anggaran berjalan
tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dijalankan serta diperhatikan.
Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ibu Katarina Lelu Hurit,
selaku kaur perencanaan yang menjelaskan bahwasanya:

“Dalam pengimplementasian RKP Desa serta APB Desa perlu

adanya pertanggungjawaban yang mana pemerintah desa harus

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk
didalamnya laporan realisasi APB Desa dan laporan pertanggung

jawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran.” (Wawancara, 03

Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Katarina Lelu Hurit, bahwasanya;
dalam pengimplementasian RKP Desa serta APB Desa dibutuhkan suatu
mekanisme pertanggungjawaban yang transparan serta akuntabel. Dalam
hal ini, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan
pertanggungjawaban kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran.
Laporan ini sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan
program mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa
sehingga dapat memastikan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap
regulasi yang berlaku.

Selanjutnya bapak Sebastianus Soge Koten, selaku Ketua BPD jugan
menjelaskan bahwasanya:

“Selain menyusun laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa

dalam pelaksanaanya juga diawasi oleh inspektorat daerah,

masyarakat, serta kami selaku BPD.” (Wawancara, 05 Februari
2025)
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Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku
Ketua BPD di atas bahwasanya, selain pemerintah desa harus menyusun
laporan-laporan terkait pertanggungjawaban, dalam pelaksanaannya juga
pemerintah desa berada dalam pengawasan dari berbagai pihak untuk
memastikan transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan RKP
Desa serta penggunaan APB Desa. Pengawasan ini sendiri dilakukan oleh
inspektorat daerah sebagai lembaga pengawas internal pemerintah,
masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengontrol kebijakan
publik dan juga BPD yang berperan dalam mengawal kebijakan desa, agar
dalam pengimplementasiannya tetap sesuai dengan kebutuhan serta
aspirasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan, penyusunan
RPJM Desa terdapat tahapan-tahapan yang dilaksanakan secara sistematis,
mulai dari perumusan RPJM Desa hingga penyusunan APB Desa. Setiap
tahapan dalam proses perencanaan tersebut telah mencakup prinsip-prinsip
dasar, seperti partisipasi dari seluruh unsur masyarakat, keberpihakan
kepada masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta selektivitas. Prinsip-
prinsip ini tercermin melalui pendekatan Bottom-up, yaitu proses
penggalian aspirasi dan kesepakatan bersama yang dilakukan secara
bertahap melalui berbagai forum partisipatif, serta musyawarah dusun,

musyawarah desa, dan musrenbang desa.
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B. Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan
Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong
partisipasi aktif masyarkat pada seluruh tahapan perencanaan pembangunan
desa, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan
hasil pembangunan, hingga tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat di setiap
tahapan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-
benar bersumber dari kebutuhan riil masyarakat serta dapat diterima, dijaga,
dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.
a. Participation in Decision Making
Dalam partisipasi pengambilan keputusan ini, masyarakat Desa
Bantala dilibatkan oleh Pemerintanh Desa Bantala dalam merumuskan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RPJM
Desa, dapat dilihat dari hal-hal seperti, partisipasi masyarakat dalam
mengikuti musyawarah, mengemukakan pendapat, memberikan saran
dalam musyawarah, memberikan data atau informasi yang dibutuhkan
dalam musyawarah, dan keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan
serta menetapkan segala perencanaan dalam pembangunan desa.
Keikutsertaan masyarakat Desa Bantala, dalam berbagai kegiatan di
atas merupakan bentuk partisipasi yang sangat penting dalam proses
pembangunan desa. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak

Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa Bantala, yang menjelaskan
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partisipasi masyarakat Desa Bantala, dalam perencanaan pembangunan,
sebagai berik adalah;

“Sejak awal mulai dari proses penyusunan RPJM Desa itu tu,

masyarakat kita punya ini menunjukan partisipasi yang baik dan

antusias sekali dalam ikut musyawarah baik di dusun, di tingkat desa
dan musrenbang itu. Jadi semuanya berjalan lancar, hanya mungkit
satu dan dua hambatannya tu dalam waku saja, jadi kita kalau mau
buat pertemuan tu, sudah dari jauh-jauh hari kita agendakan dengan
menyesuaikan agenda kegiatan dimasyarakat, sehingga pada waktu
pertemuan tu, kegiatan kita tidak bertabrakan dengan jadwal
kegiatan lain di masyarakat, jadi semua perwakilan dari setiap
elemen masyarakt seperti, tokoh agama, tokoh adat, unsur
perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta perwakilan
dari setiap lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan,

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, serta Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa), itu bisa hadir semua.” (Wawancara, 03 Februari

2025)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Paulus Pehan Kelen, selaku
Sekertaris Desa Bantala, menjelaskan bahwa sejak awal dimulainya proses
penyususnan RPJM Desa, masyarakat menunjukan partisipasi yang sangat
baik dan antusias yang tinggi dalam mengikuti musyawarah, baik di
tingkat dusun, desa, maupun dalam forum musrenbang. Dalam prosesnya
tergolong berjalan dengan lancar, hanya saja tantangan yang dihadapi
lebih pada persoalan waktu. Karena itu, setiap kali akan mengadakan
pertemuan, kita harus sudah menjadwalkanya jauh-jauh hari dengan
menyesuaikan agenda kegiatan yang ada di masyarakat.

Tujuannya agar waktu pertemuan tidak berbenturan dengan kegiatan
lainnya. Dengan cara ini, seluruh perwakilan dari berbagai elemen

masyarakat bisa hadir secara lengkap seperti, tokoh agama, tokoh adat,

unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok tani, RT/RW, serta
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perwakilan dari setiap lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan,
Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), posyandu, serta Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Gambar 3.3 Musrenbang Desa Bantala 2024-2025
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Gambar 3.3 di atas merupakan keterlibatan masyarakat Desa Bantala
dalam Musrenbangdes dengan implementasi pelaksanaan pembangunan
tahun 2025, yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, antara lain tokoh
agama, tookoh tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda, kelompok
tani, RT/RW, serta perwakilan dari berbagai lembaga desa, seperti
lembaga pendidikan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kehadiran seluruh unsur ini menunjukan
bahwa evaluasi pembanugnan dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka
sebagai bagian dari prinsip tata kelola desa yang transparan akuntabel.

Berikut ini merupakan dokumen absesnsi dari seleruh peserta dari

musrenbang Desa Bantala tersebut;
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Gambar 3.4 Absensi Musrenbang Desa Bantala 2024-2025
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Dokumen absensi yang ditampilkan pada Gambar 3.4 di atas
menggambarkan secara jelas tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif
seluruh elemen masyarakat Desa Bantala, serta lembaga-lembaga desa,
dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024.
Musrenbangdes tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan untuk
mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun
2025. Berdasarkan data absensi tersebut, terlihat bahwa kegiatan ini
dihadiri oleh berbagai pihak yang mewakili unsur-unsur strategis desa,
antara lain tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur pemuda,

kelompok tani, RT/RW, serta perwakilan dari berbagai lembaga desa
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seperti LPMD, PKK, posyandu dan BUM Desa. Keterlibatan yang luas ini
menunjukan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa
yang partisipatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya ibu Katarina Lelu Hurit, selaku kaur perencanaan juga

menjelaskan bahwasanya;

“Keikutsertaan masyarakat didalam perencanaan pembangunan desa

sendiri memberi dukungan dengan berpartisipasi dalam kegiatan

mulai dari musyawarah desa dalam penyusunan RPJM Desa,
musrenbangdes dalam menyusun RKP Desa, musyawarah dusun

dalam penggalian aspirasi dan potensi desa.” (Wawancara, 03

Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Katarina Lelu Hurit, di atas
bahwasanya; masyarakat Desa Bantala sendiri, sangat memberikan
dukungan yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai tahap
kegiatan dalam perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah
desa dalam menyusun RPJM Desa, musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrembangdes), untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa), hingga musyawarah desa yang membahas
tentang anggaran dalam penyususunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa), serta musyawarah dusun yang dilakukan guna menggali
aspirasi masyarakat serta potensi desa.

Selanjutnya ibu Agnes Lelu Aran, selaku Kasi Pemerintahan juga
menjelaskan bahwasanya;

“Dalam kebiasaan atau budaya masyarakat Desa Bantala ini, kita itu

seperti ada ikatan satu sama lain, baik dari, pemerintah desa,

lembaga-lembaga desa, tokoh adat dan agama mereka. Jadi seperti
kalau ada kegiatan atau apa begitu, itu semu tu duduk omong
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bersama dalam forum pertemuan kecil dan sederhana begitu, ada

yang menyampaikan dan ada yang memberi masukan. Jadi kalau

desa mau buat acara apa begitu, itu melalui pembahasan bersama.

Contoh seperti dari pemangku adat atau tokoh adat itu mau buat

seremonial adat begitu, jadi waktu pelaksanaannya tu sudah

ditetapkan dari jauh-jauh hari, dan itu seluruh elemen masyarakat
dari berbagai tokoh kepentingan dalam desa terlibat semua. Dan
bukan hanya soal rencana agenda kegiatan saja, tetapi kalau ada
masalah yang terjadi dalam desa tu, tetap tidak luput dari
musyawarah sederhana untuk bahas bersama itu, jadi semua segala
sesuatu tu dilakukan secara bersama-sama. hal ini ni juga
dikarenakan masih berkaitan dengan persaudaraan-persaudaraan

yang masih saling menghargai dalam desa.” (Wawancara, 03

Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari ibu Agnes Lelu Aran, selaku Kasi
Pemerintahan bahwasanya, secara kultural, masyarakat Desa Bantala yang
termasuk didalamnya yaitu, pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, serta
para tokoh adat dan agama, memiliki keterikatan sosial yang kuat antar
elemen. Hal ini tercermin dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di desa
yang secara normatif harus melibatkan seluruh tokoh dari berbagai unsur
masyarakat. Seluruh agenda kegiatan dibahas terlebih dahulu secara
kolektif guna menghindari terjadinya tumpeng tindih dalam jadwal
pelaksanaan kegiatan.

Salah satu bentuk praktik tersebut dapat dilihat misalnya, dalam
pelaksanaan ritual adat. Penentuan waktu pelaksanaannya terlebih dahulu
dibahas secara bersama-sama dengan seluruh perwakilan elem masyarakat
dan juga dengan pemerintah desa sendiri, sehingga pada saat hari
pelaksanaan, seluruh masyarakat Desa Bantala dapat berpartisipasi dan

terlibat aktif. Hal ini menjadi salah satu contoh dari berbagai kegiatan yang

dilaksanakan atau terjadi di Desa Bantala, yang masih saling
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berdampingan antara masyarakat dan pemerintah desa, pemerintah desa
dan adat serta agama dan seterusnya.
Participation in implementation
Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan bentuk Kketerlibatan
masyarakat dalam proses pembangunan yang bersifat praktis serta konkret,
melalui kontribusi langsung. Yang dimaksud dengan kontribusi langsung
ini seperti; tenaga, dana atau material, waktu serta keahlian dan juga
dukungan sosial. Bentuk-bentuk kontribusi ini memperlihatkan bahwa
keberhasilan pelaksanaan program tidak semata-mata bergantung pada
pemerintah, melainkan juga sangat ditentukan oleh masyarakat.
Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus
Soge Koten, selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwasanya;
“Kehidupan masyarakat di desa ini masih sangat erat dengan budaya
gotong royong, dalam kehidupan sehari-hari. Kita tau saja
masyarakat desa berbeda dengan masyarakat di kota yang pada
umumnya lebih sendiri-sendiri, tetapi kalau di desa, pasti akan lebih
terasa jalinan sosial bermasyaraktnya, hal inilah yang membut
masyarat desa itu lebih kompak, artinya ketika kita susah kita bisa
minta tolong ke tetangga dan sebaliknya. Dalam hal ini, kekompakan
juga ditunjukan dari masyarakat dan pemerintah desa yang dilihat
dari pembangunan infrastruktur umum seperti gedung atau jalan.
Jadi masyarakt dan pemerintah desa itu berkolaborasi untuk lebih
menghemat anggaran itu, pemerintah siapkan material dan
masyarakt secara gotong royong yang mengerjakannya. Bentuk
kerja sama ini tidak merugikan pihak manapun karna sama-sama
menggunakannya.” (Wawancara, 05 Februari 2025)
Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku
Ketua BPD di atas, menjelaskan bahwasanya, kehidupan masyarakt di

desa ini masih sangat erat kaitannya dengan budaya gotong royong yang

terwujud dalam aktivitas sehari-hari. Kita tentu menyadari bahwa karakter
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masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota yang cendrung
individualistis. Di desa, ikatan sosial antar warga terasa lebih kuat dan
hangat. Hal inilah yang membuat masyarakat desa dikenal lebih kompak.
Misalnya, saat seseorang menghadapi kesulitan, ia tidak segan meminta
bantuan kepada tetangganya, dan sebaliknya, tetangga pun siap membantu
tanpa pamrih.

Kekompakan ini juga tercermin dalam kerja sama masyarakat dan
pemerintah desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur umum
seperti jalan, dan gedung. Dalam praktiknya, pemerintah desa menyiapkan
bahan dan material, sedangkan masyarakat secara sukarela bergotong
royong melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut. Pola kolaborasi
seperti ini tidak hanya mempererat hubungan antar warga dan desa, tetapi
juga membantu menghemat anggaran pembangunan tanpa merugikan
pihak manapun, karena hasilnya digunakan dan dirasakan bersama oleh
seluruh masyarakat.

Bapak Sebastianus Soge Koten, selaku ketua BPD juga menjelaskan
bahwasanya;

“Selain itu, partisipasi masyarakat yang aktif ini juga masyarakat

tunjukan dengan ikut berpartisipasi menjadi anggota tim penyusun

RPJM Desa yang dengan sukarela. Hal ini merupakan contoh positif

yang patut ditiru sebenarnya, karna di tengah kesibukan masing-

masing pun, bebrapa masyarakat mau mengorbankan waktunya
untuk meberikan tenaga dan waktu lebih dalam menyukseskan
proses perencanaan pembangunan desa.” (Wawancara, 05 Februari

2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku

Ketua BPD di atas, yang menjelakan bahwasanya; partisipasi masyarakat
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dalam perencanaan pembangunan desa juga tercermin melalui keterlibatan
masyarakat dalam menjadi anggota tim penyusun RPJM Desa. Tim ini
tidak hanya terdiri dari unsur pemerintah desa, tetapai juga melibatkan
perwakilan masyarakat serta elemen-elemen kelembagaan desa, seperti
tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta wakil dari lembaga
kemasyarakatan.

Keterlibatan masyarakat dalam tim ini memiliki peran strategis,
yaitu menggali dan menghimpun aspirasi warga dari seluruh lapisan,
khususnya melalui penjaringan usulan di tingkat dusun. Selain itu, tim
penyusun juga bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi
sumber daya yang dimiliki desa, baik sumber daya alam, manusia, maupun
sosial budaya, guna dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan
RPJM Desa secara partisipatif, terstruktur, dan berkelanjutan.
Partisipasion in benefit

Partisipasi dalam kemanfaatan, merupakan wujud peran dimana
dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi
pemerintah dan masyarakat seperti, ikut menjalankan kegiatan pelestarian
lingkungan, mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan dalam
menjaga keamanan lingkungan serta, mengikuti kegiatan kelompok usaha
untuk meningkatkan perekonomian.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Paulus Pehan
Kelen, selaku Sekertaris Desa Bantala,

“Betul, Desa Bantala sebagai desa wisata, karena ditahun 2018-2019
festival Nubun Tawa dilakukan disini. Itu juga bagus, artinya dari
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sisi ekonomi membantu masyarakat berjualan. Ya, kalua disini
memang berbicara soal situs desa wisata budaya, kelompok-
kelompok tari dalam budaya ada semua, dan mereka itu tampil disaat
momen-momen Saat kunjungan wisatawan luar negri, atau
wisatawan dalam negri. Biasanya mereka minta penjemputan atau
penyambutan dilakukan dengan atraksi. Kelompok sanggar budaya
Desa Bantala itu kadang dipakai di daerah, kadang penjumputan
tamu-tamu dari kementrian, kadang penjemputan di bandara, kadang
penjemputan di depan gedung OMK itu sering dipakai. jadi kalu
komunikasi kita dengan dinas dan jaringan-jaringan Kita luas berarti
mereka sering pakai Kita. Pernah satu kali itu mereka pakai dan bayar
sampai mau dua juta. Jadi mereka kelompok sanggar ini juga punya
kas juga.

Berdasarkan keterangan dari bapak Pauluus Pehan Kelen, selaku
Sekertaris desa, menjelaskan bahwasanya, Desa Bantala semakin
memperkuat posisinya sebagai desa wisata budaya, terutama sejak
digelarnya festival Nubun Tawa pada tahun 2018 hingga 2019. Festival ini
menjadi momentum penting yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan
budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi
masyarakat, terutama dalam aktivitas berjualan dan jasa terkai pariwisata.

Sebagai desa wisata budaya, Desa Bantala memiliki kelompok-
kelompok seni budaya lokal yang aktif. Kelompok-kelompok seni dan
sanggar yang ada di sini, kerap tampil dalam berbagai momen penting,
seperti kunjungan wisatawan mancanegara, maupun domestik, yang dalam
acara penyambutan tamu-tamu dari kementrian, pemerintah provinsi, serta
upacara adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tarian budaya.
Partisipasi kelompok sanggar budaya ini tidak hanya menunjukan

pelestarian tradisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi. Dalam

beberapa kesempatan, kelompok ini menerima honorium yang cukup
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besar. Dana tersebut sebagaian dikelola sebagai kas kelompok yang pada
gilirannya dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan
seni budaya.

Selain melestarikan budaya lokal dan memanfaatkannya sebagali
salah satu sumber pendapatan melalui pertunjukan seni, masyarakt Desa
Bantala juga terus menjaga dan melestarikan tradisi adat yang telah
diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Upaya
pelestarian ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya desa,
tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab masyarkat

terhadap warisan leluhur.

e

Gambar 3.5 Renovasi Korke (Rumah Adat)

(Sumber: Facebook Desa Bantala)

Gambar 3.5 di atas menunjukan keikutsertaan masyarakat Desa
Bantala dalam pelestarian lingkungan berupa warisan budaya dari leluhur,
yang sudah dilakukan dari nenek moyang. Partisipasi aktif masyarakat
Desa Bantala dalam pelestarian adat istiadat, khususnya dalam proses

penganyaman atap korke, atau rumah adat ini sendiri, merupakan bagian
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dari kebersamaan serta gotong royong diantara warga. Proses
penganyaman atap korke secara khusus dilaksanakan oleh kaum laki-laki,
sementara kaum perempuan berperan dalam mendukung kegiatan tersebut
dengan menyiapkan makan siang.

Dalam hal ini, kegiatan seperti ini memeberikan dampak positif yang
signifikan bagi Desa Bantala, terutama dalam upaya mempertahankan
identitas budaya lokal di tengah arus moderenisasi. Hal ini juga menjadi
nilai tambah bagi desa yang juga dikenal sebagai desa wisata, karena
kekayaan ritus budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya menjadi daya
tarik tersendiri bagi para wisata. Dengan terus melestarikan tradisis seperti
penganyaman atap korke, Desa Bantala tidak hanya menjaga warisan
leluhur, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai destinasi budaya yang
autentik dan berkelanjutan.

Partisipasion in evaluation

Partisipasi dalam evaluasi merupakan bentuk Kketerlibatan
masyarakat dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan program
pembangunan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dalam tahap ini,
masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan
sebagai pengawas, dan penilai atas sejauh mana pelaksanaan
pembangunan berjalan sesuai dengan rencana awal dan apakah tujuan
yang ditetapkan telah tercapai secara optimal.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus

Soge Koten, selaku Ketua BPD yang juga menjelaskan bahwasanya;
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“Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat terbuka
sekali, bukan hanya kepada BPD saja, tetapi kepada semua
pemangku kepentingan yang ada di desa. Itu saya berpikir juga
menjadi suatu hal baik yang harus diteladani dan saya akui, sekalipin
saya ini, mantan kepala desa periode sebelumnya. Yang kedua,
ketika menghadapi suatu masalah, teman-teman pemerintah desa,
selalu membangun komunikasi mencari jalan keluar bahkan di rapat
internal antara pemerintah desa dengan BPD, paling kurang dalam
satu tahun harus dua Kkali, untuk memikirkan hal-hal yang sudah kita
laksanakan dan sebelumnya, sehingga bisa mengurangi potensi

masalah yang kita alami.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku
Ketua BPD di atas, yang menjelakan bahwasanya; kolaborasi antara
pemerintah desa dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Bantala
berjalan secara terbuka, dan inklusif. Pemereintah desa tidak hanya
membangun komunikasi dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),
tetapi juga menjalani hubungan yang erat dengan seluruh elemen
masyarakat, yang memiliki peran dalam pembangunan desa. Hal ini,
dinilai sebagai praktik positif yang patut diteladani oleh desa-desa lain
sebagaimana diakui langsung oleh informan yang bersangkutan yang juga
merupakan mantan kepala desa periode sebelumnya.

Lebih lanjut, informan juga menekankan pentingnya komunikasi
dalam menghadapi masalah yang muncul dalam proses pembangunan.
Menurutnya, pemerintah desa selalau berusaha membangun komunikasi
untuk mencari solusi bersama. Salah satu bentuk konkret dari komunikasi

tersebut adalah pelaksanaan rapat internal antara pemerintah desa dan BPD

yang dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Rapat ini bertujuan
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untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dijalankan
serta membahas isu-isu strategis ke depan.

Oleh karena itu dalam hal partisipasi evaluasi ini, telah nampak
dalam dinamika Pemerintah Desa Bantala, dan seluruh elemen masyarakat
yang dimana, masyarakat sebagai pengawas memberikan umpan balik
terhadap berbagai aspek pembangunan, mulai dari efektivias program,
efisiensi, penggunaan sumber daya, hingga dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat yang dibahas secara bersama-sama dalam rapat
internal antara BPD dan Pemerintah Desa Bantala, serta dalam
musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan
desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah
Desa Bantala bersama lembaga desa, dan masyarakat, berkolaborasi dan
bekerja sama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi
yang ditunjukan, tidak hanya dalam bentuk kehadiran fisik dalam
musyawarah perencanaan Saja, tetapi juga ditunjukan melalui kontribusi
ide, saran, dan masukan yang disampaikan dalam musyawarah.
Keterlibatan masyarakat tersebut mencerminkan adanya kesadaran
kolektif masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang partisipatif
serta berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, dukungan masyarakat juga
tampak dalam bentuk keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukan bahwa

partisipasi masyarakat di Desa Bantala tidak bersifat simbolis, melainkan
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substansif dan menjadi elemen penting dalam mendorong efektivitas
pembangunan desa secara berkelanjutan.
C. Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Kesesuaian implementasi dokumen RPJM Desa merupakan faktor yang
sangat krusial dalam memastikan apakah arah pembangunan telah selaras
dengan kondisi aktual desa, serta kebutuhan riil masyarakat. Perencanaan yang
efektif akan mengutamakan kebutuhan masyarakat, menilai potensi sumber
daya yang ada, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi yang datang dari
luar maupun dari dalam. Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor
114, perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan
masyarakat serta lembaga masyarakat seperti Badan Pemusyawaratan Desa
(BPD).

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus
Soge Koten, selaku Ketua BPD yang menjelaskan bahwasanya;

“Dalam tiga hingga empat tahun terakhir ini, Desa Bantala belum

menyusun kembali RPJM Desa, yang mana seharusnya dokumen

tersebut sudah harus disusun sesuai keadaan desa, serta kebutuhan

masyarakat saat ini.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten,
bahwasanya, dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun terakhir ini, Desa
Bantala belum menyusun RPJM Desa yang baru. Dalam hal ini seharusnya
pemerintah Desa Bantala sudah harus menyusun kembali dokumen RPJM Desa

sehingga dapat sesuai dengan kondisi aktual desa, serta menyesuaikan dengan

dinamika kebutuhan masyarakat desa.
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Bapak Sebastianus Soge Koten, dalam penjelasanya juga menerangkan
bahwasanya;

“Setelah masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021 selesai,

masyarakat Desa Bantala belum mampu menghasilkan kepala desa

definitif. Sejalan dengan hal ini, selama suatu desa tidak mampu

memberikan kepala desa definitif maka selama itu juga segala macam

perencanaan pembangunan dari visi misi, kebijakan, serta RPJM Desa

tidak dapat direvisi atau dirubah yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku.” (Wawancara, 05 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak ketua BPD di atas bahwasanya,
Pasca berakhirnya masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021,
terjadi kekosongan kepemimpinan akibat belum terpilihnnya kepala desa
definitif yang baru. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses revisi atau
perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa), visi-misi, serta kebijakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79 yang
menyatakan bahwa, kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun dan
menetapkan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, Permendagri Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengatur bahwa,
RPJM Desa disusun oleh kepala desa terpilih dan hanya dapat direvisi dalam
kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Il (dua)
Marianus Pati Wekin, yang menjelaskan bahwasanya;

“Jadi begini, Desa Bantala ini ni desa besar, jadi tidak menutup

kemungkinan kalau ada mesalah-masalah yang muncul, mau dari dalam

atau dari luar. Seperti yang kita lihat kemarin waku pemilihan kepala
desa itu. Itukan terjadi masalah antara dua kubuh pendukung, makanya
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kepala desa yang unggul tu tidak jadi dilantik kemarin. Jadi, di tahun

2023 kemarin tu Desa Bantala ni sudah disetujui untuk pemekaran tapi

sampai sekarang (2025) ni belum di sahkan, jadi kami tunggu saja.

Soalnya kalau tidak mekar tu repot juga karna dalam kelompok-

kelompok masyarakt tu punya tujuan dan kebutuhan masing-masing.

Terus ada juga dusun yang letaknya tu di pinggir desa yang rumayan

juga jalanya kalua mau ke kantor desa untuk urus barang-barang

administrasi begitu, makanya desa ini ni sudah di acc untuk

pemekarannya dan hanya tinggal di sahkan saja.” (Wawancara, 06

Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati Wekin, bahwasanya,
Desa Bantala merupakan salah satu desa yang cukup luas dan beragam,
sehingga tidak mengherankan apabila muncul berbagai permasalahan, baik dari
dalam maupun dari luar. Misalnya, pada saat pemilihan kepala desa, terjadi
perselisihan antara dua kubu pendukung, sehingga kepala desa terpilih tidak
sempat dilantik. Pada tahun 2023, usulan pemekaran wilayah Desa Bantala
sudah disetujui, tetapi hingga sekarang (2025) belum juga disahkan. Sehingga
masyarakat Desa Bantala masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah
daerah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, pemekaran Desa
Bantala dinilai sebagai langkah yang baik dan tepat. Pemekaran ini tidak hanya
bertujuan untuk mengatasi permasalahan internal seperti ketegangan politik
dan perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat, tetapi juga untuk
meningkatkan efisiensi pelayanan publik, terutama bagi warga yang tinggal di
dusun yang letaknya agak jauh dari kantor desa. Dengan adanya pemekaran,
diharapkan pengelolaan wilayah menjadi lebih efektif, partisipasi masyarakat

lebih merata, serta kebutuhan dan aspirasi warga dapat ditangani dengan lebih

cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pemekaran ini juga menjadi solusi strategis
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untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan
infrastruktur di seluruh wilayah yang sebelumnya berada di bawah naungan
Desa Bantala.

Bapak Marianus Pati Wekin selaku Kepala Dusun juga menjelaskan
bahwasanya:

“Kemarin itu sudah dilaksanakannya pemilihan kepala desa, yang mana

terdapat dua calon kepala desa. Dalam perjalanan, kedua calon kepala

desa ini memiliki dukungan yang sama-sama kuat, dan saat pemilihan,
ternyata hasil menunjukan bahwa calon kepala desa A unggul dengan
hasil suara yang beda sedikit dari calon kepala desa B. Jadi, pas mau
dilantik tu, pendukung dari kepala desa B, mengajukan gugatan ke
pengadilan yang menyebabkan batalnya pelantikan sampai dengan hari

ini.” (Wawancara, 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati Wekin di atas
menjelaskan bahwasanya, kemarin telah dilaksanakannya pemilihan kepala
desa di Desa Bantala, yang mana terdapat dua kandidat yang bersaing untuk
menduduki posisi tersebut. Sepanjang proses pemilihan, kedua calon memiliki
dukungan yang sama-sama kuat dari masyarakat, sehingga jalannya kompetisi
berlangsung dengan ketat. Setelah proses pemungutan suara selesai hasil
perhitungan menunjukan bahwa salah satu calon kepala desa unggul dengan
hasil suara yang beda tipis.

Dalam perjalanan pendukung dari calon kepala desa yang tidak unggul
ini menggugat kemenangan atas calon kepala desa yang unggul tersebut.
Gugatan ini mengakibatkan tertundanya pelantikan hingga saat ini, yang juga
mengakibatkan hingga saat ini Desa Bantala belum memiliki kepala desa

definitif. Hal semacam ini biasanya sering muncul akibat perbedaan persepsi

mengenai keabsahan hasil pemilihan, dugaan kecurangan, atau juga
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pelanggaran prosedur yang dianggap merugikan salah satu pihak. Secara
hukum yang berlaku di Indonesia, penyelesaian kasus seperti Desa Bantala ini,
dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau melalui
mekanisme lain yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis serta wawancara mendalam yang telah
dilaksanakan peneliti, terlihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa), pada masa jabatan kepala desa definitif periode
2015-2021, secara umum menunjukan kesesuaian dengan kebutuhan
masyarakat yang dapat dilihat juga dari hasil evaluasi pembangunan sebagai

berikut adalah;

Gambar 3.6 Hasil Evalusi Pembangunan 2023
(Sumber: Dokumen RKP Desa Bantala 2024)

Gambar 3.6 di atas, merupakan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023
yang mana dijelakan bahwasanya; Evaluasi hasil pembangunan tahun
sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara program dan
kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2023 dengan
implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisis

tersebut di peroleh beberapa catatan masalah sebagai berikut;
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1. Kegiatan yang dibiayai APB Desa;
1) Tidak ada
2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai APBN;
1) Keberhasilan;
a. Bantuan langsung tunai dana desa ke 85 KPM,;
b. Penanganan Covid 19;
c. Pembinaan dan pengelolaan posyandu;
d. Pembinaan dan pengelolaan TKK/PAUD;
e. Pembangunan jalan usaha tani;
f. Penyelenggaraan musyawarah desa;
g. Pengisihan profil desa atau data desa;
h. Penyusunan dokumen perencanaan desa;
I. pengembangan sistem informasi desa;
j. Rehab rumah adat; dan
k. Kegiatan mitigasi desa.
2) Kendala tidak ditemukan karena semuanya telah dilaksanakan dan
memenuhi kebutuhan mayarakat.
3. Kegiatan pembangunan yang dibiayai APB Desa Il;
1) Keberhasilan;
a. Bantuan dana proker untuk kegiatan pembangunan fisik
b. Bantuan pupuk bagi kelompok tani (1 kelompok)
2) Kendala dan masalah ditemukan karena kurang adanya pendampingan

dari fasilitator atau pendamping kelompok masyarakat (PKM)
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4. Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh pihak ketiga;
1) Keberhasilan;
a. PNPM-MP;
1. SPP untuk satu kelompok (regular dan perguliran)
2. SPP untuk individu sebanyak 13 orang
2) Kendala dan masalah tidak ditemukan karena semua permasalahan
telah terjawab. Namun kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan
mengembalikan pinjaman masih sangat minim.
5. Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya;
1) Keberhasilan;
a. Pembersihan jalan antar dusun, desa dan kecamatan serta tempat-
tempat umum lainnya.
2) Kendala dan masalah tidak ditemukan karena semua permasalahan
telah terjawab.

Berdasarkan dari hasil evaluasi di atas, dapat disimpulakan
bahwasanya, secara umum sebagian besar perencanaan kegiatan telah berhasil
direalisasikan meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu
mendapatkan perhatian. Fokus ini menunjukan bahwa, ketahanan ekonomi
desa sangat dipengaruhi oleh arah perencanaan yang seiring waktu semakin
kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta aktula desa. Hal ini terlihat

dari dokumen RPJM Desa periode 2015-2021 yang terus dijabarkan dan
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dievaluasi hingga sekarang (2023-2024), yang ditunjukan dari gambar 3.9 di

bawah ini;

Gambar 3.7 Evalusi Program dan Kegiatan RKP Desa 2023
(Sumber: Buku RKP Desa 2023)

Gambar 3.7 di atas menjelaskan bahwasanya; evaluasi hasil
pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisis terhadap
kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan
APB Desa tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun
2024. Dari hasil analisis tersebut di peroleh beberapa catatan masalah sebagai

berikut:

Gambar 3.8 Peraturan Kepala Desa Bantala 2018-2021
(Sumber: Buku RKP Desa Bantala 2024)

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bantala Nomor 01 Tahun 2018-

2021 tentang RPJM Desa maka pada tahun 2021 prioritas masalah yang harus
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diselesaikan meliputi, empat masalah pengembangan wilayah, lima masalah
ekonomi, dan enam belas masalah sosial budaya. Sebgaian besar masalah
tersebut sudah diselesaikan dengan baik, yang dibuktikan dengan hasil evaluasi
pembangunan tahun 2023, dengan implementasi pelaksanaan pembangunan
pada tahun 2024, yang ditunjukan pada gambar 3.8 di atas. Oleh sebab itu,
dapat disimpulkan bahwasanya, dalam perencanan pembangunan Desa Bantala
sejak masa jabatan kepala desa definitif periode 2015-2021, sebagain besar
arah perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang meliputi, lima masalah ekonomi, enam belas masalah sosial,
dan empat masalah pembangunan wilayah.

Namun, muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara Kritis
yaitu, apakah RPJM Desa Bantala yang disusun tahun 2015 masih relevan dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta aktual Desa Bantala saat ini (2025)?
Pertanyaan ini penting untuk diajukan mengingat bahwa berdasarkan hasil
analisis lapangan, sebagian besar program pembangunan infrastruktur yang
direncanakan dalam RPJM Desa seperti pembangunan jalan dan fasilitas
umum, telah selesai direalisasikan. Bahkan, sebagian besar permasalahan
sosial dan budaya yang menjadi fokus pembangunan dalam Peraturan Kepala
Desa Bantala Nomor 01 Tahun 2018-2021, pada penjelasan dan gambar 3.8 di
atas, telah ditangani dengan cukup baik.

Hal ini juga diperkuat oleh penyampaian dari bapak Paulus Pehan
Kelen, selaku Sekertaris Desa yang menjelaskan bahwasanya;

“Jadi yah kita 60% sampai 70% itu masih ke fisik, memang seharusnya
kita sudah berpikir untuk pemberdayaan to sekarang ni, mudah-
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mudahan satu dua tahun kedepan sudah lebih fokus kesitu.”
(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Paulus Pehan Kelen, di atas
bahwasanya; Saat ini, sekitar 60% hingga 70% program pembangunan desa
masih difokuskan pada aspek fisik, seperti infrastruktur jalan, bangunan
fasilitas umum, dan sarana dasar lainnya. Meskipun hal tersebut penting
sebagai fondasi awal pembangunan, sudah saatnya kita mulai mengubah arah
pemikiran dan kebijakan menuju pemberdayaan masyarakat. Pembangunan
sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas ekonomi warga desa menjadi
kebutuhan penting saat ini. Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan,
yang meliputi pelatihan, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta
pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Pemerintah
Desa Bantala dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) berpacu pada RPJM Desa lama pada masa
kepemipinan kepala desa definitif periode 2015-2021, yang dijabarkan
kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang direvisi setiap
tahunya hingga sekarang (2025). RKP Desa direvisi berdasarkan RKP Desa
tahun sebelumnya yang belum terlaksana. Dalam hal ini Pemerintah Desa
Bantala belum bisa menyusun RPJM Desa yang baru karena berdasarkan
peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 79
yang menyatakan bahwa, kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun

dan menetapkan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, Permendagri
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Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengatur
bahwa, RPJM Desa disusun oleh kepala desa terpilih dan hanya dapat direvisi
dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal
ini membuat pemerinta desa terhambat dalam menyusun RPJM Desa yang
baru, dengan demikian implementasi RPJM Desa oleh Pemerintah Desa
Bantala masih berfokus pada pembangunan infrastruktur.
. Pemerintah Desa Bantala Dalam Melihat Faktor Pendukung Dan
Penghambat Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa)

Dalam proses implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa), Pemerintah Desa Bantala perlu secara sistematis
mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang berperan sebagai
pendukung maupun penghambat keberhasilan pelaksanaan program-program
pembangunan desa. Faktor pendukung dapat berupa dukungan sumber daya
manusia yang kompeten, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan
pembangunan, tersedianya alokasi anggaran yang memadai, serta sinergi
kelembagaan antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait, seperti Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),
maupun mitra pembangunan lainnya.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus Soge
Koten, selaku Ketua BPD, yang menjelaskan bahwasanya:

“Desa Bantala merupakan desa yang masih sangat melekat terhadap

budaya leluhur, persatuan dalam desa menjadi kekuatan utama yang

mencakup tiga unsur penting yaitu adat, agama serta pemerintah. Dalam
hal ini, partisipasi masyarakat sangat baik dalam segala kegiatan baik
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dari adat, agama, maupun pemerintahan. Misalnya Kketika desa bantala
menghadapi suatu persoalan, Pemerintah Desa Bantala tidak sepihak
mengambil keputusan atau langkah untuk merespon masalah tersebut,
tetapi selalu membuka ruang diskusi terhadap siapapun sesuai masalah
yang terjadi seperti adat, pemerintahan, masalah baik dari luar maupun
dari dalam selalu dibahas bersama-sama yang dalam, istilah bahasa
daerah disebut dengan, “pai tite tobo hama-hama, tite tutu hama-hama”
yang berarti, mari kita duduk bersama, dan Kkita bahas bersama.”
(Wawancara, 05 Februari 2025)
Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku
Ketua BPD bahwasanya, Desa Bantala merupakan entitas sosial yang masih
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur dalam kehidupan
bermasyarakat. Struktur desa ini mengedepankan tiga pilar utama yaitu, adat,
agama dan pemerintahan yang juga berfungsi sebagai landasan dalam
pengambilan Kkeputusan serta penyelesaian masalah sosial. Dalam hal
menyelesaikan masalah seperti ini, Desa Bantala menerapkan mekanisme
deliberatif yang mana, pemerintah desa tidak bertindak secara otoritatif dalam
menentukan kebijakan atau solusi dalam suatu masalah, melainkan keputusan
yang biasa diambil melalui partisipasi masyarakat.
Selanjutnya bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekretaris Desa Bantala
juga menjelaskan bahawasanya:
“Desa Bantala juga merupakan desa wisata yang memberikan daya tarik
dalam peninggalan bersejarah, oleh karena itu kami juga mempunyai
sanggar budaya, yang sering membawakan tarian khas daerah, ketika
sanggar kami diundang untuk mengisi acara atau kegiatan bahkan
lomba yang mana hasil atau pemasukan dari kegiatan tersebut dapat
dimasukan kedalam khas sanggar untuk keperluan pemuda-pemudi
yang mengelola sanggar tersebut.” (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Pulus Pehan Kelen, selaku

Sekretaris Desa Bantala di atas bahwasanya, peninggalan seni budaya dari
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nenek moyang memberikan daya tarik bagi wisatawan. Dalam rangka
mewariskan budaya tersebut, Desa Bantala memiliki warisan budaya yang
secara aktif menampilkan tarian khas daerah dalam berbagai kegiatan maupun
lomba. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh sanggar budaya ini, tidak
hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak
ekonomi bagi pemuda-pemudi yang mengelolanya. Pendapatan yang diperoleh
dialokasikan ke dalam khas sanggar untuk mendukung operasional serta tetap
melestarikan kekayaan budaya seni yang dimiliki

Berikut ini merupakan dua contoh dari berbagai macam kegiatan seni
budaya yang dilakukan oleh sanggar budaya desa bantala yang mana dua
contoh tersebut adalah Denyut Lewotana, Minggu 1 September 2019,
merupakan sebuah persembahan festival seni budaya, sebagai bentuk
pengabdian kepada kampung halaman (Gelekat Lewo). Kolaborasi antara
Seniman mengajar 2019, di Flores Timur dengan Pemuda Bantala. Sedangkan
kegiatan kedua merupakan “Ukut Raran Lewolema: Ikrar Tanah Atas Berkat”
merupakan sebuah film tentang asal mula leluhur dan budaya yang hingga kini

masih terjaga sampai sekarang.

SN e

Gambar 3.9 Kegiatan Seni Budaya Bantala
(Sumber: Facebook Desa Bantal)

87



Selantunya bapak Paulus Pehan Kelen, selaku Sekertaris Desa juga
menjelaskan bahwasanya:

“Saat ini desa tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan program

makan siang gratis dari presiden, yang mengusung konsep konsep K3

(Kolam, Kandang, Kebun). Dalam hal ini, kami tengah mempersiapkan

pemanfaatan sumber daya alam yang ada, meningkatkan kapasitas

masyarakat serta  berkoordinasi dengan  pihak-pihak  yang
berkepentingan yang kami tindak lanjuti sebagai langkah awal dengan
memfasilitasi musyawarah untuk membahas program yang akan

dijalankan ini.” (Wawancara, 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Palus Pehan Kelen, selaku
Sekretaris Desa diatas bahwasanya, saat ini Pemerintah Desa Bantala tengah
mempersiapkan pelaksanaan program makan siang gratis yang dicanangkan
oleh Presiden. Program ini mengusung konsep K3 (Kolam, Kandang, Kebun),
yang mana Sutu desa harus mempunyai satu produk unggulan yang dapat
mendukung bahan baku dari makan bergizi gratis tersebut. Oleh karena itu
untuk saat ini, Pemerintah Desa Bantala tengah mempersiapkan konsep yang
akan dijalankan seperti fokus dalam pengelolaan sumber daya lokal,

peningkatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai pihak

yang memiliki kepentingan.
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Gambar 3.10 Musyawarah 20% Ketahanan Pangan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)

Gambar 3.10 di atas menggambarkan proses musyawarah desa yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bantala dalam rangka membahas
alokasi anggaran sebesar 20% untuk ketahanan pangan. Musyawarah ini
difasilitasi oleh Penjabat Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh elemen
masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan, unsur
pemuda, kelompok tani, serta ketua RT/RW. Selain itu hadir pula perwakilan
dari berbagai lembaga desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa). Musyawarah ini juga diikuti oleh peneliti
sebagai bagian dari proses observasi langsung dalam pelaksanaan penelitian,
yang sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

Berikut ini merupakan penyampaian dari bapak Penjabat Kepala Desa

Bantala yang menyampaikan dalam forum tersebut, sebagai berik adalah:
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“Dalam program ini, desa diwajibkan untuk memiliki satu produk
unggulan yang diantaranya adalah K3 (Kolam, Kandang, Kebun).
Untuk mendukung program ini, 20% anggaran dari dana desa
digunakan untuk mensupport Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam
skemanya terdapat beberapa opsi, salah satunya vyaitu dengan
membangun Kembali Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang
berfokus pada 1 produk unggulan desa.” (Musyawarah, 28 Februari

2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Penjabat Kepala Desa Bantala
dalam forum musyawarah, iya menjelaskan bahwasanya, dalam program
Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, setiap desa diharuskan untuk memiliki satu
produk unggulan yang berfokus pada K3 (Kolam, Kandang, Kebun). Dalam
pengimplenetasian program ini, dana desa dipotong 20% untuk menghadirkan
bahan baku, oleh karena itu, desa dalam hal ini, diberikan kesempatan untuk
memanfaatkan program tersebut dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa).

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa faktor pendukung
diantaranya sebagai berikut;

1. Partisipasi aktif masyarakat;
Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai kegiatan
merupakan modal sosial yang fundamental, memberikan landasan
dukungan yang kuat bagi setiap inisiatif pembangunan.

2. Potensi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
Kekayaan seni serta budaya Desa Bantala, yang dikelola secara aktif oleh
pemuda-pemudi melalui sanggar budaya, tidak hanya berperan dalam

pelestarian warisan lokal, tetapi juga berpotensi menghasilkan

pendapatan tambahan.
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3. Potensi peningkatan  ketahanan ekonomi melalui program Makan
Bergizi Gratis (MBG);
Implementasi program MBG ini diidentifikasi sebagai faktor yang
berpotensi meningkatkan serta memperkuat ketahanan ekonomi desa
bantala.

Sedangkan faktor penghambat seringkali berkaitan dengan keterbatasan
kapasitas kelembagaan, minimnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen
perencanaan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana desa, serta lemahnya mekanisme evaluasi dan monitoring. Dalam konteks
ini, peran pemerintah desa sebagai penggerak utama pembangunan menjadi
sangat strategis, tidak hanya dalam menyusun rencana, tetapi juga dalam
membangun kesadaran kolektif dan memberdayakan potensi lokal secara
berkelanjutan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan bapak Sebastianus
Soge Kaoten, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang
menjelaskan bahwasanya:

“Masyarakat Desa Bantala belum mampu menghasilkan kepala desa

definitif. Akibat dari tidak adanya kepala desa definitif yaitu

pemerintah desa tidak bisa merevisi RPJM Desa yang baru. Hal ini
menjadi permasalahan karena sampai sekarang masih berpacu pada

RPJM Desa lama yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan,

sedangkan sekarang jalan sudah terealisasi. Oleh sebab itu, seharusnya

RPJM Desa harus direvisi sesuai dengan keadaan sekarang dengan

berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber

daya lokal, sehingga kedepannya ketahanan ekonomi Desa Bantala,
dapat meningkat sesuai dengan keadaan serta dapat menghadapi

tantangan ekonomi baik dari luar maupun dari dalam.” (Wawancara, 05
Februari 2025)
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Berdasarkan keterangan dari bapak Sebastianus Soge Koten, selaku
Ketua BPD di atas bahwasanya, ketidakmampuan masyarakat Desa Bantala
dalam menghasilkan kepala desa definitif berimplikasi pada stagnasi proses
revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Hal ini
merupakan situasi problematis mengingat RPJM Desa yang berlaku saat ini
masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini telah
relatif terpenuhi, oleh karena itu, urgensi revisi RPJM Desa menjadi sangat
penting dalam mengakomodasi perubahan prioritas pembangunan yang lebih
fokus pada pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi potensi sumber daya
lokal.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan kepala dusun Il (dua)
Marianus Pati Wekin, yang menjelaskan bahwasannya:

“Desa Bantala merupakan desa yang besar yang terdiri dari enam

dusun, besarnya desa bantala ini yang membuat Desa Bantala menjadi

desa persiapan pemekaran. Besarnya desa menimbulkan politik antar
masyarakat yang menyebabkan problem pada saat pemilihan kepala
desa, jadi sebaiknya secepatnya desa bisa dimekarkan sehingga fokus
pemberdayaan bisa lebih merata serta RPJM Desa dapat direvisi.”

(Wawancara 06 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Marianus Pati wekin, di atas
bahwasanya, Desa Bantala merupakan entitas administrasi yang besar terdiri
dari enam dusun, memiliki skala wilayah yang signifikan sehingga
menjadikannya kandidat potensi untuk pemekaran administratif. Luasnya
wilayah Desa Bantala, berkorelasi dengan dinamika politik internal yang

kompleks, yang menyebabkan beberapa problem selama proses pemilihan

kepala desa. Oleh karena itu, percepatan realisasi pemekaran desa dipandang

92



krusial guna merevisi kembali RPJM Desa yang lebih sesuai dengan keadaan
desa sekarang, serta lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna
meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Nikolaus Jati Tukan,
yang merupakan salahsatu anggota tim penyusun RPJM Desa, yang
menjelaskan bahwasanya:

“Masyarakat masih kurang memahami RPJM Desa yang sangat penting

untuk direvisi, kurangnya pemahaman ini, menyebabkan masyarakat

masih mementingkan politik pemilihan kepala desa, kepala desa yang
sudah unggul dan siapa dilantik akhirnya tidak jadi dilantik karena
pendukung dari kepala desa yang tidak unggul dalam pemilihan
mengusut berbagai hal yang menyebabkan kepala desa yang unggul
tidak dapat dilantik dan sampai sekarang Desa Bantala masih dipimpin
oleh penjabat kepala desa. Seharusnya masyarakat harus dipahami
dengan sosialisasi-sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dengan
baik, sehingga dapat mengurangi problem seperti ini, dalam hal ini,
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi faktor

penghambat.” (Wawancara, 04 Februari 2025)

Berdasarkan keterangan dari bapak Nikolas Jati Tukan, kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap signifikansi RPJM Desa yang mendesak
untuk direvisi merupakan permasalahan fundamental. Kurangnya pemahaman
ini berkorelasi dengan kecenderungan masyarakat untuk memprioritaskan
dinamika politik elektoral kepala desa. Yang mana, kandidat kepala desa yang
memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan akhirnya gagal dilantik.
Akibatnya, terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. Oleh karena itu,
optimalisasi pemahaman masyarakat melalui implementasi program sosialisasi
yang terstruktur dan komprehensif menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui beberapa faktor penghambat

diantaranya sebagai berikut;
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1. Perpecahan sosial serta politik lokal
Luasnya wilayah administratif Desa Bantala yang mencakup enam
dusun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika sosial
dan politik di tingkat lokal. Perbedaan kepentingan, latar belakang
sosial, serta keterwakilan antar dusun sering kali memunculkan
ketegangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan sosial maupun
polarisasi politik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan secara inklusif
dan merata.

2. Rendahnya pemahaman masyarakat
Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi aktual desa,
khususnya yang berkaitan dengan keberlanjutan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Masyarakat pada
umumnya belum sepenuhnya memahami bahwa RPJM Desa tidak
dapat direvisi tanpa adanya kepala desa definitif, sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakhadiran
kepala desa definitif menyebabkan stagnasi dalam penyesuaian arah
kebijakan pembangunan desa, sementara masyarakat mengharapkan
adanya pembaruan program sesuai dengan dinamika dan kebutuhan
aktual di lapangan.

3. Kurangnya sosialisasi
Kurangnya inisiatif sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa

kepada masyarakat mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat
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mengenai tujuan, mekanisme, serta urgensi revisi RPJM Desa. Selain
itu, ketiadaan kepala desa definitif turut menjadi faktor penghambat
dalam pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan desa.
Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor
yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembangunan
depengaruhi oleh sejumlah aspek internal maupun eksternal. Faktor pendukung
meliputu partisipasi masyarakt yang akti dalam pembangunan desa, kearifan
lokal sumber daya manusia, dan alam dalam budaya, serta menjalankan
program yang dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi desa.
Sementara itu, faktor penghambat mencakup permasalahn internal yang
memiliki  dampak besar yang mempengaruhi sampai  kepada
pengimplementasian RPJM Desa yang masih mengacu pada RPJM Desa lama.
Hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa,
sehingga masyarakat desa kurang memahami pentingnya desa memiliki kepala

desa definitf.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, peneliti memperoleh berbagai informasi yang berkaitan
dengan peran Pemerintah Desa dalam menjalankan RPJM Desa. Data
penelitian dikumpulkan secara langsung dalam jangka waktu yang telah
disesuaikan dengan kebutuhan informasi, melalui berbagai teknik
pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh
karena itu, hasil penelitian dijelaskan secara aktual dan sesuai dengan data
yang diperoleh dari para informan.

Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan terkait pendekatan-
pendekatan yang digunakan, serta menyimpulkan secara umum mengenai
peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan RPJM Desa di Desa Bantala,
sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa Bantala dalam menyusun RPJM Desa dimulai dengan
beberapa tahapan, yang dimulai dengan musyawarah desa yang
difasilitasi oleh BPD dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat
serta lembaga desa, dilanjutkan dengan pembentukan tim penyusun
RPJM Desa. Tim ini kemudian menggali aspirasi masyarakat dengan
lembaga-lembaga desa, memetakan potensi serta kebutuhan desa di
tingkat dusun dan RT, dan menyusun dokumen RPJM Desa

berdasarkan tingkat urgensi program dalam jangka waktu enam tahun
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sesuai masa jabatan kepala desa. Selajutnya, RPJM Desa dibahas dan
disepakati kembali melalui musyawarah desa, kemudian dijabarkan
menjadi RKP Desa sebagai rencana kerja tahunan. Setelah itu,
disusunlah APB Desa yang menyesuaikan dengan program dalam RKP
Desa. Dokumen RKP Desa dan APB Desa yang telah disusun kemudian
disampaikan kepada Camat untuk diperiksa, sebelum akhirnya
diserahkan kepada Bupati guna dinilai kesesuaiannya dengan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Seluruh proses yang
telah dijalankan ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa Bantala
melaksanakan  perencanaan pembangunan  secara  sistematis,
teranparan, dan akuntabel.

Pemerintah Desa Bantala meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan secara aktif melibatkan masyarakat, dan
lembaga desa melalui forum musyawarah dusun, musyawarah desa, dan
musrenbang desa. Forum musyawarah disesuaikan dengan agenda
masyarakat dan lembaga desa agar partisiasi dapat masksimal. Dalam
pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Bantala berkolaborasi
dengan masyarakat dalam gotong royong guna menekankan anggaran
pembangunan. Dalam pemanfaatan, Pemerintah Desa Bantala
memperkuat perekonomian masyarakat dengan mendorong sanggar
budaya dan kearifan lokal adat istiadat dalam mempertahankan desa
wisata ritus budaya. Sementara itu, dalam evaluasi, Pemerintah Desa

Bantala terus menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat dan
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lembaga desa guna memastikan adanya pengawasan dan umpan balik
terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

. Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan RPJM Desa,
hingga tahun 2025 masih berpedoman pada RPJM Desa periode 2015-
2021 akibat belum tersusunnya dokumen RPJM Desa yang baru.
Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan Pemerintah Desa
dalam munyusun RPJM Desa tanpa adanya kepala desa definitif,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Akibatnya, arah pembangunan
desa cendrung stagnan dan tetap berfokus pada pembangunan
infrastruktur, sementara aspek pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan potensi lokal belum memjadi prioritas utama.

. Pemerintah Desa Bantala dalam melihat faktor pendukung dan
penghambat dalam implementasi rencana pembangunan disebabkan
oleh bebrapa faktor pendukung dan penghamabat. Faktor pendukung
meliputi tingginya partisipasi masyarakat, keberadaan lembaga desa
yang aktif, semangat gotong royong, serta dukungan dari pendamping
desa dan potensi sumber daya lokal yang masih dapat dikembangkan.
Sementara itu, faktor penghambat antara lain adalah belum adanya
kepala desa definitif, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme perencanaan pembangunan, serta dinamika sosial-politik
lokal yang terkadang memicu ketegangan dan menurunkan efektivitas

musyawarah desa.
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B. Saran

1. Untuk menjaga serta memperkuat partisipasi masyarakat dan
transparanis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) yang selama ini telah berjalan dengan
baik, pemerintah desa disarankan untuk secara konsisten menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang partisipatif serta terbuka.
Salah satu Langkah strategis adalah dengan menjadikan forum
musyawarah desa sebagai ruang dialog yang rutin dan inklusif, dalam
berbagai hal. Pemerintah desa juga perlu menyediakan akases informasi
yang mudah dipahami oleh seluruh unsur masyarakat, baik melalui
papan informasi desa, media sosial resmi, maupun laporan terbuka yang
dapat diakses masyarakat, sehingga tingkat transparansi serta
partisipasi dari masyarakat dapat bejalan dengan baik.

2. Untuk mempertahankan kualitas partisipasi aktif masyarakat dalam
implementasi perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa
Bantala perlu terus mendorong tansparansi dalam komunikasi yang
berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, diusahakan
untuk mengembangkan kapasitas masyarakat serta lembaga desa
melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga masyarakt semakin
terampil dalam memberikan kontribusi yang terarah dan kritis dalam
perencanaan serta evaluasi pembangunan.

3. Pemerintah desa bersama pendamping desa diharapkan secara berkala

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan forum musyawarah sebagai
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ruang edukasi dan dialog, guna membangun pemahaman bahwa
keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan di
tingkat desa memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup dan
kesejahteraan kolektif masyarakat desa.

. Pemerintah Desa Bantala bersama para pendamping desa, dan juga
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus mempersiapkan strategi
komunikasi yang lebih terstruktur dan inklusif serta melakukan
pendekatan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga-lembaga
terkait, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi seperti ini akan
dapat terselesaikan. Salah Satu kegiatan yang dapat dilakukan dengan;
workshop serta edukasi tentang pemerintah desa dengan melakukan
pelatihan, serta lokakarya yang terbuka untuk warga terkait mekanisme
pemerintah desa, peran kepala desa definitif, pentingnya partisipasi
masyarakat, serta dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat

jika tidak dipimpin oleh kepala desa definitif.
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Interview Guide (Panduan Wawancara)

KESESUAIAN IMPLEMENTASI DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANTALA

KECAMATAN LEWOLEMA KABUPATEN FLORES TIMUR

Nama Informan
Jabatan/Pekerjaan
Usia

Tingkat Pendidikan
Jenis Kelamin

Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja indikator utama yang digunakan untuk menilai ketahanan
ekonomi di Desa Bantala?

2. Bagaimana Pemerintah Desa Bantala mengidentifikasi kebutuhan prioritas
masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

3. Apakah strategi perencanaan pembangunan telah disesuaikan dengan
potensi dan kendala yang ada di Desa Bantala? Sertakan alasanya

4. Apa saja tahapan proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa
Bantala dalam penyusunan program pembangunan?

5. Siapasaja pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bagaimana Pemerintah Desa Bantala merumuskan strategi perencanaan
pembangunan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi?

Bagaimana peran Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan
program pembangunan yang mendukung ketahanan ekonomi?
Rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas
strategi pembangunan di Desa Bantala?

Apakabh strategi pembangunan yang dilakukan telah berjalan secara efektif
dan efisien dalam meningkatkan ketahanan ekonomi?

Bagaimana peran Pemerintah Desa Bantala dalam mengimplementasikan
program pembangunan yang mendukung ketahanan ekonomi?

Apa saja faktor-faktor yang menghambat serta mendukung ketahanan
ekonomi Desa Bantala?

Faktor internal apa saja (seperti kebijakan, sumber daya manusia, atau tata
kelola) yang mempengaruhi ketahanan ekonomi di Desa Bantala?

Faktor eksternal apa saja (seperti kondisi ekonomi regional, kebijakan
pemerintah pusat, atau akses pasar) yang menghambat ketahanan ekonomi
di Desa Bantala?

Apakah desa memiliki akses ke teknologi dan inovasi untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi?

Apa langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk

mengatasi hambatan ini?
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Surat Tugas Penelitian

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

o PROGRAM STUDN ILMU KUMENIASE PRCRAM SHUARA STATLS THEARMIM TAN BAK SRS
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| Atamat . Ji Timoho No 317 Yogyakarta 65225, Telp (0274) 561971, 550775, Fax, (0274) 515089, wabsito - waw apmd ac id , e-mail : infofdapmd ac id |

SURAT TUGAS
Nomor : 483/1/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas
kepada:

Nama ¢ Nicholan Oran Kaha
Nomor Mahasiswa : 21520015
Program Studi :  llmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : DesaBantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores
Timur

b. Sasaran : Kesesuaian Strategi Perencanaan Pembangunan Desa dengan
Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Bantala Kecamatan
Lewolema kabupaten Flores Timur

c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

A W 5 Desember 2024

 Ketn
y s

PERHATIAN : MENGETAHUI :

Setelah sclesai melaksanakan penelitian, Kepala  Desa/Kepala  Kelurahan/Pejabat
mohon surat tugas ini diserahkan kepada Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat tersebut telah melaksanakan penelitian,

Desa “APMD” Yogyakarta.
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Surat Permohonan Izin Penelitian

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

AN CLI e
N R PO RAM SARIANL S TA

[TAamat 1 Tmoho No_317 Yogyakarta 56225, Telp. (0274) 861971, 550775, Fax. (0274) 515980, webate - www.spmd ac.d o mal: fofRapmd ac i ]

Nomor : 946//U/2024
Hal : Permohonan ijin penclitian

Kepada Yth:
anlaDmBmla.Kmmnuwdemﬂme
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah
Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini
akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa
yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan
diperhitungkan untuk penclitian dalam kemampuan Studi di Sckolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD”.

Adapun nama Mnhaslswa dan judul Penelitian adalah :

Nama Nicholan Oran Kaha

No Mhs ¢ 21520015

Program Studi :  Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Kesesuaian Strategi Perencansan Pembangunan Desa dengan Nilai Indeks
Ketahanan Fkonomi di Desa Bantala Kecamatan Lewolema kabupaten Flores
Timur

Tempat :  DesaBantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Dosen Pembimbing :  Utami Sulistiana, S.P., M.P
Schubungan dengan hal terscbut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk
berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan
memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih,
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Surat Balasan Penelitian

KECAMATAN LEWOLEMA
DESA BANTALA

Q PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : WIL. 070/ 88 / Pem /IV/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :
KEPALA DESA BANTALA
Kecamatan Lewolema- Kabupaten Flores Timur ~Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini
memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Nicholan Oran Kaha
NIM 21520015
Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : limu Pemerintahan

Nama Universitas : STPMD “APMD" YOGYAKARTA

Yang bersangkutan di atas telah selesai melakukan Survey/ Rescarch tentang "Kesesuaian
Strategi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Bantala,
di Desa Bantala Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur sclama 3 (Tiga) Minggu
terhitung sclama tanggal: 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, di Desa Bantala,
Kecamatan Lewolema

Demikian  surat keterangan sclesai penelitian ini dibuat dan  diberikan  kepada  yang
bersangkutan untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lewotala

Tembusan

Bupati Flores Timur di Larantuka

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flotim di Larantuka

c'!‘icp.h l‘)*u:u Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur
Ketua Program Studi limu Pemerintahan STPMD “APMD" Yogyakarta di Yogyakarta
Camat Lewolema di Kawaliwu

Arsip

ock 2o

Lol o o

110



Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
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Dokumentasi setelah wawancara bersama

Nikolaus Jati Tukan
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